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Masyarakat di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten 
Lampung Barat merupakan mayoritas petani dan bergerak di bidang pertanian, 
disamping mengelola lahan sendiri juga memperkerjakan orang lain untuk menggarap 
dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan atau adat setempat. Pada 
umumnya kerjasama ini berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan antara 
kedua belah pihak dan dengan akad secara lisan, sehingga memberi peluang antara 
kedua pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan, seperti dalam isi perjanjian, 
hak dan kewajiban kedua pihak, pembagian bagi hasil yang belum tentu sama dan 
sesuai dengan prinsip hukum Islam, sehingga rumusan masalah yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah "Bagaimana sistem bagi hasil pertanian di Desa Way Mengaku 
Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?. dan Bagaimana analisis 
ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian antara pemilik modal 
dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung 
Barat”?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pertanian di Desa Way 
Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengetahui 
analisis ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal 
dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung 
Barat.   
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 
menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok 
tertentu untuk menentukan frekwensi atau penyebaran suatu gejala atau frekwensi 
adanya hubungan tertentu suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Alat 
pengumpul data yaitu metode observasi, interview  dan dokumentasi.  
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 
sistem bagi hasil pertanian yang ada di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit 
Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 3 macam yaitu 1) sistem pemilik lahan dan 
dikerjakan sendiri, 2) sistem bagi hasil (parohan), dan 3) sistem buruh tani. Dari 
ketiga sistem tersebut ada relevansinya dengan sistem kerjasama yang dijelaskan 
dalam Islam, dimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Way 
Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ada relevansinya 
dengan sistem mukhabarah karena semua modal pengelolaan tanah dibebankan 
 kepada pihak penggarap. Pelaksanaaan sistem bagi hasil  pertanian di Desa Way 
Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan 
konsep Islam dilihat dari unsur-unsur pembentukan akad yaitu subjek akad, objek 
akad, dan sighat. Hanya saja dari aspek objek akad adanya ketidaksesuaian yaitu 
presentase porsi bagi hasil dan jangka waktu tidak disebutkan pemilik modal dan 








 َِع ًحَشَٰجِت َُ ىُنَت َُأ ٓبَىِإ ِوِٰطَجۡىٲِث ٌُنَْ ٍَۡث ٌُنَىَٰىٍَۡأ ْآىُيُۡمأَت بَى ْاىٍَُْ اَء َِ ٌِزَىٱ بَهٌَُأٌَٰٓ
ضاَشَت ٌٍِٖحَس ٌُۡنِث َُ بَم َهَيىٱ َُ ِإ ٌُۚۡنَسُفَّأ ْآىُيُتۡقَت بَىَو ٌُۚۡنٍِْ   ٗ ا٢٩  
 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
  Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami arti 
judul skripsi  “Analisis Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil antara 
Pemilik Modal dan Pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit 
Kabupaten Lampung Barat”, maka penulis perlu menjelaskan apa yang dimaksud 
dengan judul tersebut. Adapun beberapa kata yang perlu penulis jelaskan, yaitu : 
Analisis adalah adalah uraian atau penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan, 
karangan dan lain-lain) untuk mendapatkan fakta yang tepat, asal usul, sebab 
musabab  yang sebenarnya.
2
 
Ekonomi Islam adalah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi 
yang kita simpulkan dari Al-Qur‟an dan As-sunnah, dan merupakan bangunan 
perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan 
tiap lingkungan dan masa.
3
 
Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa ekonomi Islam 
merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya 
diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana 
dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. 
                                                 
2
Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern 
English Press, 1991), h. 132.   
3
Ahmad Muhammad Al-assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem Ekonomi Islam, 
Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya, (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), cet. keempat, h. 11.  
 
 Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara 
pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.
4
 Sedang menurut 
terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharring. Profit sharring 
dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharring 
diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu 
perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang 
tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun 
sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.
5
 
Pemilik modal merupakan pihak perseorangan atau perseroan yang memiliki 
sejumlah dana yang menjadi dasar untuk mendirikan suatu perusahaan atau usaha 
dengan menggunakan dana tersebut membelanjai aktivitas perusahaan dalam 
menghasilkan produk barang dan jasa.
6
  
Pekerja  adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau 
imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, 
badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenega kerja atau 
penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, 




                                                 
4
Ahmad Rofiq, Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2004), h. 153  
5
Cristopher Pass, et al, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 1997), Cet. ke-2, h. 537 
6
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1990), h. 951  
7
Ibid., h. 892  
 Desa Way Mengaku adalah suatu desa yang mayoritas penduduknya 
beragama Islam yang terletak di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat 
yang dalam hal ini menjadi obyek penelitian. 
Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka maksud judul skripsi ini adalah 
suatu penelitian tentang analisis ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi 
hasil antara pemilik modal dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik 
Bukit Kabupaten Lampung Barat. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Alasan obyektif 
Mayoritas penduduk Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten 
Lampung Barat bergerak di bidang pertanian, disamping mengelola lahan sendiri 
juga memperkerjakan orang lain untuk menggarap dengan sistem bagi hasil yang 
sesuai dengan kesepakatan atau adat setempat. Pada umumnya kerjasama ini 
berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan antara kedua belah pihak dan 
dengan akad secara lisan, sehingga memberi peluang antara kedua pihak 
melakukan hal-hal yang dapat merugikan. Mengetahui secara mendalam tentang 
pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja di Desa Way 
Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat merupakan hal urgen 
dan mendesak dalam sebuah penelitian. 
 2. Alasan subyektif 
a. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ada relevansinya dengan jurusan 
penulis yakni Ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah jurusan yang 
sangat berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat khususnya 
peningkatan ekonominya. 
b. Tersedianya  sarana dan prasarana, literatur yang mendukung, data-data yang 
menunjang serta transportasi yang mudah dijangkau ketempat lokasi 
penelitian. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan negara agraris dan tanahnya terkenal subur 
sehingga mayoritas penduduknya menggantungnya mata pencahariannya pada sektor 
pertanian. Sektor pertanian dan pedesaan memiliki peran yang sangat strategis dalam 
pembangunan nasional. Melihat pentingnya sektor pertanian dan pedesaan, selain 
sebagai andalan mata pencaharian sebagian besar penduduk, sektor pertanian dan 
pedesaan juga mampu meningkatkan sumbangan kepada PDB (Produk Domestik 
Bruto), memberikan kontribusi terhadap ekspor (devisa), bahkan ketika terjadi krisis 




Islam sebagai sebuah sistem mengajarkan keseimbangan antara material dan 
spiritual, dunia dan akhirat, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap 
                                                 
8
Soekartwi, Agribisnis Teori dan Aplikasinya, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2001), cet.VI,  
h.10.   
 kegiatan pertanian dan cabangnya. Perhatian tersebut terlihat dari banyaknya ayat al-
Qur‟ an, matan hadis dan kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang 
berkaitan dengan pertanian. Kegiatan pertanian dalam Islam bukan hanya semata-
mata kegiatan duniawi dan material, melainkan bersifat ukhrawi spiritual. Dengan 
demikian, kegiatan pertanian dalam Islam harus ditujukan untuk meyakini adanya 
Allah SWT dan mengagungkan kebesaran-Nya.
9
 
Dalam ajaran Islam, tidak dipebolehkan lupa dengan kehidupan dunia dan 
hanya cenderung kepada kehidupan akhirat dan hanya berdo‟a saja tanpa berusaha. 
Kita diperintahkan untuk berusaha menggunakan semua kapasitas atau potensi yang 
ada pada diri masing-masing sesuai dengan kemampuan. Seorang mukmin yang 
bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai 
ibadah yang disamping memberikan perolehan material juga akan mendatangkan 
pahala. Firman Allah dalam surah Al-Jumu‟ah ayat 10 yaitu : 
اَرِئَف ِتٍَِضُق ٱُٰحىَيَصّىَف ٱْاوُشِشَتّ ًِف ٱِضۡسَأۡىَو ٱْاىُغَتۡث ِوۡضَف ٍِِ  ٱِهَيىَو ٱْاوُشُۡمر ٱَهَيى 
شٍِخَم ٗ َُ ىُحِيۡفُت ٌُۡنَيَعَى ا١٠  
Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung”. (QS. Al Jumuah : 10)10 
                                                 
9
Jusuf Sutanto, dkk., Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban, (Jakarta: Kompas, 2006), 
h. 693-694.   
10
Departemen Agama RI., Al Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al 
Quran, 2005), h. 971. 
 
 Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas bahwa umat Islam diperintahkan oleh 
Allah apabila setelah melaksanakan ibadah shalat maka berteberanlah di muka bumi  
untuk melakukan berbagai macam aktivitas sesuai dengan skill, keahlian dan 
keterampilan termasuk di dalamnya adalah mengolah sumber daya alam berupa tanah 
atau lahan pertanian.  
Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Pertanian 
harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan.
11
 Pertanian juga 
sangat penting keberadaannya dalam masyarakat. Ajaran Islam mengatur praktek-
prakteknya agar sesuai dengan syariat. Selain itu juga Islam menganjurkan apabila 
seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan 
mengolahnya.  
Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara 
sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah 
sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk 
dikelola dengan menggunakan bagi hasil. Hal ini dilakukan karena dalam masyarkat 
ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak 
mempunyai kemampuan bertani, baik dalam segi modal maupun dalam segi 
kemampuan tenaga. Ada juga sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, 
tetapi mempunyai tenaga untuk bertani. Agar tidak ada tanah pertanian yang 
menganggur, maka Islam mengharuskan kepada setiap pemilik lahan untuk 
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 memanfaatkannya sendiri. Jika pemilik tidak dapat mengerjakan dengan 
kemampuannya sendiri, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain 
yang lebih ahli dalam pertanian. Maka dengan adanya peraturan seperti ini keduanya 
dapat hidup dengan baik. Karena selain itu juga, dalam sistem bagi hasil pertanian 
sering terjadi permasalahan dikalangan masyarakat, meskipun ketentuan-ketentuan 
dan syarat sudah ada, tapi sering terjadi kesalah pahaman antara pemilik tanah dengan 
penggarap dari segi hasilnya, karena hasil yang didapatkan terkadang tidak sesuai 
dengan apa yang kita harapkan, dan juga mengenai hal benih yang akan ditanam.  
Islam mempunyai solusi memanfaatkan lahan pertanian dengan sistem yang 
lebih menunjukkan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak, yakni dengan cara 
kerjasama bagi hasil dengan menggunakan sistem muzara‟ah, mukhabarah dan 
musaqah yang merupakan contoh kerjasama di bidang pertanian Islam.
12
 
Aspek pertanian merupakan aspek penting dalam mengembangkan 
pertumbuhan suatu negara, sebagaimana al-Syaibani lebih mengutamakan usaha 
pertanian daripada usaha yang lain. Menurutnya, pertanian memproduksi berbagai 
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 Sebagai suatu kontrak kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang 
berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama ini memerlukan beberapa 
kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang ang 
dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya 
aktivitas bagi hasil tersebut.  
Sistem bagi hasil banyak ditemui di Indonesia sejak jaman kuno sampai 
sekarang, yaitu pada bisnis pertanian, peternakan dan perdagangan. Mukhabarah dan 
muzara‟ah dengan persentase 50% : 50% adalah yang umum dipraktekan. Kerjasama 
bagi hasil memelihara ternak dengan cara maro (bagi hasil dengan nisbah 50% : 50% 
dari anak ternaknya atau dari selisih nilai jual dengan nilai pada saat ternak 
diserahkan kepada pemeliharannya). 
Bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap sudah diatur 
sedemikian rupa oleh hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia. Dalam hukum 
Islam banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih mengenai tentang sistem pertanian. 
Sistem-sistem tersebut dikenal dengan istilah muzra‟ah, mukhabarah, musaqah. 
Dalam Undang-undang di Indonesia juga telah diatur tentang bagi hasil pertanian 
yang berlaku secara menyeluruh yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 yang 
mengatur perjanjian bagi hasil pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian bagi 
hasil yang adil dengan menegaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan 
akad tersebut.  
Desa Way Mengaku merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan 
Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah penduduk 2.217 jiwa atau 688 
 KK yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sistem pertanian yang 
dipakai oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan adat dan kondisi penduduk. 
Namun, tidak semua petani mempunyai tanah pertanian sendiri, bagi petani yang 
tidak mempunyai tanah pertanian mereka bekerja mengelola tanah petani lainnya 
yang mempunyai tanah. Salah satu sistem pengelolaan pertanian yang dipakai oleh 
penduduk Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat 
adalah bagi hasil. 
Pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja di Desa Way 
Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat tidak ada ketentuan 
presentase antara pemilik lahan dengan pekerja atau petani penggarap. Pembagian 
hasil panen sesuai dengan pendapatan panen yang dihasilkan. Padahal dalam 
ketentuan fiqh mu‟amalatnya jelas  bahwa setiap melakukan akad perjanjian dengan 
pihak lain harus ada perjanjian bagi hasil yang ditentukan di awal ketika melakukan 
akad. Tetapi perjanjian akad yang dilakukan oleh pekerja atau penggarap pertanian di 
Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ini tidak 
sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam fiqh muamalat. Dilihat dari kebiasan 
masyarakat Desa Way Mengaku dalam melakukan bagi hasil dalam sistem pertanian 
terdapat ketidakadilan, dimana petani penggarap mendapatkan bagian lebih besar 
daripada pemilik lahan.  
Hal tersebut di atas sesuai dengan pernyataan salah satu pekerja atau 
penggarap lahan pertanian pada saat pra survey yaitu : 
 “Sebagai pekerja atau penggarap lahan pertanian, saya menyadari bahwa 
diawal menggarap lahan tersebut tidak membuat perjanjian bagi hasil yang 
ditentukan di awal ketika melakukan akad dengan pemilik modal, hal ini 
dikarenakan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di Desa Way Mengaku 
Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat”. 14  
 
Berdasarkan keterangan tersebut di atas, penulis merasa perlu untuk 
mengangkat permasalahan ini menjadi suatu masalah penelitian untuk mengetahui 
sejauhmana konsep Islam dipraktekkan dalam melakukan kerja sama di bidang 
pertanian dengan judul “Analisis Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Sistem Bagi 
Hasil Antara Pemilik Modal dan Pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik 
Bukit Kabupaten Lampung Barat”. 
 
D. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pemaparan peneliti pada latar belakang masalah tersebut di 
atas, dapat ditelusuri beberapa masalah yaitu pelaksanaan sistem bagi hasil yang 
dilakukan oleh masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit 
Kabupaten Lampung Barat berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan antara 
kedua belah pihak dan dengan akad secara lisan, kondisi ini memberi peluang 
antara kedua pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak 
seperti system pembagian bagi hasil yang belum tentu sama antara pemilik modal 
dengan pekerja. 
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 2. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas,  dalam penelitian ini penulis 
membatasi masalah hanya pada analisis ekonomi Islam terhadap pelaksanaan 
sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja di Desa Way Mengaku 
Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, hal ini dikarenakan sesuai 
dengan spesifikasi keahlian yang penulis miliki. 
 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan 
permasalahan yaitu sebagai berikut : 
1. Bagaimana sistem bagi hasil pertanian di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik 
Bukit Kabupaten Lampung Barat?. 
2. Bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil 
pertanian antara pemilik modal dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan 
Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?. 
 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui sistem pertanian di Desa Way Mengaku Kecamatan 
Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. 
b. Untuk mengetahui analisis ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem 
bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja di Desa Way Mengaku 
Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. 
 2. Kegunaan Penlitian 
a. Bagi peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 
penulis sebagai peneliti terhadap permasalahan sistem bagi hasil antara 
pemilik modal dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit 
Kabupaten Lampung Barat. 
b. Bagi petani  
Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan informasi 
mengenai sistem pertanian yang baik menurut konsep syari‟ ah, sehingga 
dapat mengembangkan sistem pertanian di masyarakat menjadi lebih baik.  
c. Bagi masyarakat luas  
Penelitian ini diharapkan menambah wawasan secara umum 
mengenai perjanjian kerja sama di bidang pertanian dan sistem bagi hasil 
pertanian yang baik menurut konsep syari‟ah. 
d. Bagi pembaca  
Penelitian ini diharapkan menambah informasi tentang sektor 
pertanian, terutama dalam sistem bagi hasil yang baik sesuai konsep 
ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik 
modal dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit 
Kabupaten Lampung Barat. 
 BAB II 
EKONOMI ISLAM DAN BAGI HASIL 
 
Ekonomi Islam 
Pengertian Ekonomi Islam 
Sebelum  merumuskan tentang pengertian ekonomi Islam, terlebih dahulu 
akan diuraikan tentang pengertian ekonomi secara umum.   
Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki kegiatan-kegiatan 
manusia dalam usaha-usahanya untuk memperoleh benda-benda pemuas guna 
keperluan hidupnya yang diarahkan pada kemakmuran, serta segala peristiwa  
yang timbul sehubungan dengan usahanya tersebut.
15
 
Ketika berbicara masalah ekonomi, maka tidak bisa terlepas dari diskursus 
ekonomi Islam, karena masalah ekonomi (tak terkecuali ekonomi Islam ) pada 
saat sekarang menjadi topik yang menarik untuk dibahas, baik sebagai isu 
perilaku, lembaga, bidang studi ataupun dalam wujud kebijakan politik. 
Ada beberapa pendekatan untuk merumuskan pengertian tentang ekonomi 
Islam.  Pertama, dengan menilai pengertian ekonomi modern dengan ajaran 
Islam.  Dengan cara ini maka ekonomi Islam didefinisikan sebagai “ilmu ekonomi 
dalam sorotan prinsip-prinsip Islam dengan membawa ilmu ekonomi modern 
dalam keselarasan dengan syari‟ah (hukum-hukum Islam)”.16  Cara kedua, adalah 
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 dengan mengambil definisi yang paling mutakhir dan paling sedikit dikritik yang 
kemudian dinilai dengan ajaran Islam. 
 Misalnya saja yang mengambil definisi Lord Robins sebagaimana dikutip 
oleh Dawam Rahardjo, bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang 
mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan alat-alat yang 




Hasanuz Zaman sebagaimana dikutip oleh Dawam Rahardjo, menyusun 
suatu definisi ekonomi Islam dengan mengakomodasikan berbagai persyaratan 
yang menjadi ciri dalam hidup cara Islam.  Persyaratan itu pertama-tama adalah 
bahwa kegiatan ekonomi menurut Islam bukanlah kegiatan yang dikendalikan 
oleh hasrat dan pengalaman manusia saja, melainkan harus pula dituntun oleh 
pedoman-pedoman dasar syari‟ah. Kedua, sebagai cabang ilmu-ilmu sosial, maka 
ekonomi Islam tidak bebas dari nilai-nilai moral. Berkenaan dengan hal itu, 
Hasanuz Zaman berpendapat : 
“Pengetahuan dan apliksi pedoman dan aturan-aturan syari‟ah yang 
mencegah ketidak adilan dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber-
sumber material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan 
mereka melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat”. 18 
 
Berdasar definisi tersebut diperoleh gambaran bahwa ekonomi Islam 
adalah penerapan syari‟ah dalam kehidupan ekonomi.  Apabila definisi ini 
dipakai, maka perkembangan ilmu ekonomi Islam akan mengarah pada aplikasi 
                                                 
17
Ibid., h. 80.  
18
Ibid., h. 80-8I.  
 alat-alat dan model-model analis ekonomi konvensional, khususnya yang 
berdasarkan asumsi ekonomi pasar, guna melaksankan syariah Islam. 
Sejalan dengan definisi tersebut di atas, Hidajat Nataatmadja 
mendefinisikan, bahwa ekonomi Islam adalah : 
Persoalan yang mempelajari bagaiman manusia mengaktualisasikan 
fitrahnya sesuai dengan ajaran agama, khususnya di bidang pendayagunaan 
sumber daya yang langka yang memiliki berbagai alternatif pendayagunaan, 
dengan tujuan agar manusia mampu mengambil hikmah dan manfaat yang 
sebesar-besarnya demi kepentingan kehidupan umat, tanpa melupakan 
kewajibannya untuk menjaga kelestarian sumber daya itu.
19 
 
 Dengan demikian, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam 
adalah aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah 
tangga, yang meliputi rumah tangga perseorangan, badan usaha, organisasi, 
negara, bahkan rumah tangga dunia.  Dengan kata lain, ekonomi Islam adalah 
penerapan syariah Islam dalam kehidupan ekonomi, yang meliputi kegiatan 
produksi, distribusi dan konsumsi. 
 
Tujuan dan Peranan Ekonomi Islam  
Ekonomi, baik dalam arti ilmu pengetahuan maupun aplikasi dalam 
kehidupan manusia merupakan bagian dari pengetahuan dan aktivitas sosial, yang 
mempelajari tingkah laku manusia dalam masyarakat secara individu atau 
bersama-sama dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai 
kemakmuran.   
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 Kemakmuran adalah keadaan seseorang untuk dapat memenuhi yang 
sifatnya tidak terbatas dengan sarana yang terbatas.
20
 Jadi, dengan mempelajari 
masalah ekonomi, manusia diharapkan mengenal dan memenuhi kebutuhannya 
untuk mencapai kemakmuran, demikian halnya dengan ekonomi Islam.  
Secara tentatif, dalam usahanya untuk merumuskaan tentang hakekat 
ekonomi  Islam, Akram Khan sebagaimana dikutip oleh Dawam Rahardja  
menyebutkan mengenai tujuan ekonomi Islam, yaitu :  
”Ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari  kesejahteraan manusia 
(falah) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber-sumber di bumi 
berdasarkan atas kerjasama dan partisipasi”. 21 
 Konsep kunci dalam tujuan tersebut, adalah sumber-sumber di bumi yang 
disediakan oleh Allah secara melimpah dimana semua orang memiliki 
kesempatan yang sama untuk memperolehnya. Hal ini sebagaimana disebutkan 
dalam firman Allah  surat Fushslihat ayat 10,  yaitu : 
َوَعَجَوًبٌََأ ِخَعَثۡسَأ ًٓ ِف بَهَتَٰىۡقَأ ٓبَهٍِف َسَذَقَو بَهٍِف َكَشَٰثَو بَهِقۡىَف ٍِِ  ًَ ِسَٰوَس بَهٍِف  ٖ 
ءٓاَىَس ٗ َِ ٍِيِئٓبَسيِى ١٠  
Artinya : Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di 
atasnya, Dia memberkahi-Nya dan Dia  menentukan padanya kadar 
makanan-makanan (penghuninya) dalam empat masa (penjelasan itu 
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Setelah memahami pendapat Akram Khan di atas, maka masalah 
ekonomi Islam adalah menyelidiki modal atau sumber ekonomi dan 
pemanfaatannya sehingga menghantarkan manusia kepada kesejahteraan 
material dan spiritual. Titik tolak pendekatan Islam mengenai tujuan ini 
adalah bukan kelangkaan sumber-sumber, melainkan justru kecukupan 
untuk bisa mencapai kesejahteran manusia. Dengan demikan, menurut 
Yusuf Qardhawi : 
   
   Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan Ketuhanan. Ia 
terpancar dari akidah Ketuhanan, akidah tauhid. Akidah yang dengan sengaja 
diturunkan Allah pada Rosul-Nya untuk manusia. Ekonomi Islam bekerja 
sekuat tenaga untuk mewujudakan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi 
manusia juga untuk menyelamatkan manusia dari kemiskinan yang bisa 
mengkafirkan dan kelaparan yang bisa mendatangkan dosa.
23 
 
Berdasar uraian mengenai tujuan dan peran ekonomi di atas dapat 
kita pahami bahwa kesejahteran baik ditinjau dari segi material maupun 
segi spritual merupakan tujuan dari suatu kegiatan ekonomi tak terkecuali 
ekonomi Islam. Dengan kata lain masyarakat (umat) dapat dikatakan 
makmur apabila dapat memenuhi semua kebutuhannya dengan sebaik-
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 baiknya, dan disinilah ekonomi Islam mempunyai peran untuk 
mewujudkannya. 
Tingkat kemakmuran suatu masyarakat (umat) dapat diukur dengan 
seberapa banyak benda dan jasa atau sumber-sumber yang dihasilkan serta 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah, baik itu 
kebutuhan materil maupun kebutuhan spritual.  Berkenaan dengan itu, ekonomi 
Islam harus dapat mengambil peran yang lebih banyak lagi, karena menurut 
Yusuf Qardawi :  
”Sesungguhnya jika kebutuhan pribadi dan keluarganya mencukupi, 
seseorang akan hidup tentram dan bisa beribadah dengan khusuk kepada 
Tuhannya yang memberinya   makan tak kala ia lapar dan menentramkan 
jiwanya tak kala ia takut“. 24 
 
 Jelaslah bahwa kemakmuran yang ingin dicapai melalui kegiatan/aktifitas 
ekonomi Islam adalah kemakmuran dalam arti menyeluruh, tidak hanya 
kemakmuran dengan terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga kemakmuran 
dengan terpenuhinya kebutuhan spritual. 
 
Sifat dan Karakter Ekonomi Islam 
 Ekonomi Islam mengenal empat sendi utama, yaitu Ketuhanan, etika,  
kemanusian, dan sikap pertengahan.
25 
Keempat sendi tersebut merupakan sifat 
dan ciri khas/karakter ekonomi Islam, bahkan dalam realita merupakan milik 
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 bersama umat Islam dan tampak dalam segala hal yang berbentuk Islami.  Setiap 
norma ini mempunyai pengaruh bagi aspek ekonomi Islam, baik dalam hal 
produksi, konsumsi, distribusi, maupun aspek-aspek lainnya. 
Berdasarkan sendi Ketuhanan, ekonomi Islam adalah ekonomi yang 
berdasarkan Ketuhanan.  Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir 
kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari‟at Allah.  
Aktivitas ekonomi seperti : produksi, distribusi, konsumsi  dan lain-lain tidak 
lepas dari titik tolak ke-Tuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan.  Hal ini 
nampak dalam firman Allah surat  al Mulk ayat 15, yaitu : 
َىُه ٱيِزَى ٌُ ُنَى َوَعَج ٱَضۡسَأۡىهىُىَر  َٗف اٱْاىُشٍِۡهِقۡصِس ٍِِ  ْاىُيُمَو بَهِجِمبَْ ٍَ  ًِف ۖۦ 
 ِهٍَۡىِإَوٱُسىُشُْى ١٥  
 
Artinya :  “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari 
rizki-Nya.  Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali) setelah 
dibangkitkan“. (QS. Al Mulk : 15). 26 
 
Ayat di atas  mempertegas bahwa segala fasilitas yang ada di bumi ini 
semua diperuntukkan kepada manusia agar dikelola dengan baik untuk 
mendapatkan rizki yang bermanfaat, tapi ingat di dalam menggapai rizki 
(keutungan) harus bertujuan akhir kepada Allah. 
Hal lain yang terlihat jelas dalam ekonomi yang menganut paham 
Ketuhanan ialah perasaan selalu ada yang mengawasi.  Sikap ini muncul dari 
keimanan seseorang kepada Tuhannya.  Dengan perasaan seperti itu, seorang 
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 muslim tidak akan mengambil barang yang bukan miliknya dan tidak akan 
memakan harta yang bukan haknya.  Contohnya, ketika dunia dilanda krisis 
sandang, pangan, dan papan, seorang  pengusaha muslim yang merasa selalu ada 
yang mengawasi tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba 
sebanyak-banyaknya.  Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat  al Baqarah 
ayat 188 yaitu : 
بَىَوِة ٌُنَْ ٍَۡث ٌُنَىَٰىٍَۡأ ْآىُيُۡمأَت ٱِوِٰطَجۡى ىَىِإ ٓبَهِث ْاىُىۡذُتَو ٱًِ بَنُحۡىقٌِشَف ْاىُيُۡمأَتِى  ٗ ٍِِۡ  ا
 ِهَٰىٍَۡأٱِطبَْىِة ٱٌِ ۡحِئۡى َُ ىَُ َيۡعَت ٌُۡتَّأَو ١٨٨  
 
Artinya : “Dan jangalah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain 
diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa 
urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 
sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat 
dosa, padahal kamu mengetahui“. ( QS. Al Baqarah : 188) 27 
 
Berdasar ayat di atas, betapa perlunya keimanan untuk mengarahkan 
ekonomi sesuai dengan yang diinginkan Islam.  Dan dari norma Ketuhanan inilah, 
dalam ekonomi Islam muncul istikhlaf, yang menyatakan bahwa apa yang 
dimiliki manusia hanya titipan Allah.  Adanya norma istikhlaf ini makin 
mengukuhkan norma Ketuhanan dalam ekonomi Islam.   
Karakter ekonomi Islam yang kedua adalah bahwa, sistem ekonomi Islam 
berlandaskan etika.  Dalam kaitannya dengan karakter ini, Islam tidak pernah 
memisahkan ekonomi dengan etika.  Manusia muslim, individu maupun 
kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis, di satu sisi diberi kebebasan 
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 untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.  Namun di sisi lain, ia terikat 
dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan 
modalnya atau membelanjakan hartanya.  Masyarakat muslim tidak bebas tanpa 
terkendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, 
atau mengkonsumsikannya.  Ia terikat dengan buhul akidah dan etika mulia, di 
samping juga dengan hukum-hukum Islam.  Misalnya, al Quran mewajibkan umat 
Islam meninggalkan aktivitas bisnisnya dengan bersegera mengingat Allah jika 
mereka mendengar azan pada hari Jum‟at, sebagaimana dijelaskan dalam al 
Quran surat   al Jumuah ayat 9 yaitu : 
بَهٌَُأٌَٰٓ ٱَِ ٌِزَى ًِ ۡىٌَ ٍِِ  ِٰحىَيَصّيِى َيِدىُّ اَرِإ ْآىٍَُْ اَء ٱِخَعَُ ُجۡىَف ٱْاۡىَۡعس ِشۡمِر ٰىَىِإ ٱِهَيى 
 ْاوُسَرَوٱَۚعٍَۡجۡىشٍَۡخ ٌُۡنِىَٰر  ٞ َُ ىَُ َيۡعَت ٌُۡتُْم ُِإ ٌُۡنَى ٩  
  
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabaila diserukan untuk menunaikan 
sembahyang pada hari Jum‟at, maka bersegeralah kamu kepada 
mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, lebih baik bagi kamu jika 
kamu mengetahuinya“. (QS. Al Jumuah : 9). 28 
 
Al-Qur‟an juga mengancam orang-orang yang sibuk dengan bisnisnya 
sehingga meninggalkan shalat Jum‟at, hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. 
Al-Jumuah ayat 11, yang berbunyi : 
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 اَرِإَو اًىۡهَى ۡوَأ ًحَشَٰجِت ْاۡوَأَس ٱْآىُضَفٌِّئٓبَق َكىُمَشَتَو بَۡهٍَىِإ  ٗ َذِْع بٍَ  ۡوُق ۚاٱِهَيىشٍَۡخ  ٞ 
 َِ ٍِٱِىۡهَيى َِ ٍِ َو ٱِۚحَشَٰجِتىَو ٱُهَيى ُشٍَۡخ ٱَِ ٍِقِصَٰشى ١١  
Artinya : “Dan apabila melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk 
menuju kepada-Nya dan mereka tonggalkan kamu sedang berdiri 
(berkhotbah).  Katakanlah : “ Apabila yang di sisi Allah adalah lebih 
baik daripada permainan dan perniagaan “‟ dan Allah sebaik-baik 
pemberi rizki” .(QS. Al Jumuah : 11). 29 
 
Kedua ayat di atas jelas bahwa apabila telah mendengat adzan khususnya 
adzan pada hari jumat untuk segera meninggalkan segala macam aktivitas 
duniawi yaitu jual beli dan bersegera untuk mengingat Allah, hal tersebut 
dimaksudkan agar segala aktiviast yang dikerjakan senantiasa mendapat keberkan 
hidup. 
Para pakar ekonomi non muslim mengakui keunggulan sistem ekonomi 
Islam.  Menurut mereka, Islam telah sukses menggabungkan etika dan ekonomi.  
Hal seperti ini dikemukakan oleh Jack Austri, sebagimana dikutip oleh Yusuf 
Qardhawi, bahwa : 
“Islam adalah gabungan antara  tatanan kehidupan praktis dan sumber 
etika yang mulia.  Antara keduanya terdapat ikatan sangat erat yang tidak 
terpisahkan.  Dari sini bisa dikatakan bahwa orang-orang Islam tidak akan 
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 menerima ekonomi kapitalis.  Dan ekonomi yang kekuatannya berdasarkan 
wahyu dari langit itu tanpa diragukan lagi adalah ekonomi yang berdasarkan 
etika“. 30 
 
 Selanjutnya, selain bercirikan ke-Tuhanan dan bermoral, sistem ekonomi 
Islam juga berkarakter kemanusiaan. Mungkin sebagian orang beranggapan 
bahwa kemanusiaan bertolak belakang dengan Ketuhanan sehingga keduanya 
tidak mungkin digabungkan. Dugaan tersebut tidak benar.  Setidaknya, mereka 
yang menduga seperti itu lupa bahwa ide kemanusiaan berasal dari Allah.  
Dengan kata lain, substansi kemanusiaan berasal dari Ketuhanan.  Allah yang 
memuliakan manusia dan menjadikannya khalifah di bumi.  Tujuan ke-Tuhanan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fitrah manusia.  Sebab, setiap 
manusia dilahirkan dengan fitrah ke-Tuhanan.   
  Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang 
aman dan sejahtera“. 31 Yang dimaksud dengan manusia di sini ialah semua 
golongan manusia, baik manusia yang sehat, susah atau senang, serta manusia 
sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat.  Jika sistem ekonomi Islam itu 
bersandarkan pada nash al Quran dan as Sunnah (yang berarti nash Ketuhanan) 
maka manusia berperan sebagai yang diserukan dalam nash itu.  Manusialah yang 
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 memahami nash, menafsirkan, menyimpulkan, dan memindahkannya dari teori 
untuk diaplikasikan dalam praktek.   
Berangkat dari aspirasi uraian di atas, manusia diwajibkan melaksanakan 
tugasnya terhadap Tuhannya, terhadap dirinya, keluarganya, umatnya dan seluruh 
umat manusia.  Berkat izin Allah, manusia bisa bekerja.  Manusialah yang 
menjadi wakil Allah di bumi, sebagaimana firman Allah yaitu : 
ۡرِإَووِعبَج ًِِّإ ِخَنِئَٰٓيَ ۡيِى َلُثَس َهبَق  ٞ ًِف ٱِضۡسَأۡىخَفٍِيَخ  ٗ  ۖ
 
Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat :                           
Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi ini...”. (QS. Al Baqarah : 30). 32 
 Konsep ekonomi Islam menjelaskan bahwa manusia dan faktor-faktor 
kemanusiaan merupakan unsur utama.  Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam 
mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat, dan 
persaudaraan sesama manusia.  Etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalin 
kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan sikap iri, dengki dan dendam. 
Karakteristik ekonomi Islam berikutnya adalah bahwa ekonomi Islam 
bersifat pertengahan (keseimbangan).  Dalam kaitanya dengan karakter ini.  Islam 
meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan adil.  Dalam bidang ekonomi 
keseimbangan diterapkan segala segi imbang, antara modal dan usaha, antara 
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 produksi dan konsumsi, antara produsen dan perantara dan konsumen, dan antara 
golongan-golongan dalam masyarakat.  Menurut Yusuf Qardhawi, karakter/norma 
menengah yang paling menonjol dalam lapangan perekonomian terletak pada dua 
sendi, yaitu : 
1. Pemahaman Islam tentang kedudukan harta.  Islam adalah agama tengah-
tengah antara agama aliran dan filsafat yang menerangi segala bentuk 
kehidupan dunia yang baik-baik dengan aliran materialistik yang menjadikan 
harta sebagai Tuhan yang disembah dan bahwa kehidupan ini hanya untuk 
dunia (hedonisme). 
2. Pemahaman Islam tentang hak individu.  Islam berdiri di anatara kelompok 
yang mengakui hak individu, sehingga seseorang menganggap harta itu hak 
miliknya secara mutlak, dan kelompok yang memerangi hak tersebut.  
Kelompok yang terakhir ini menganggap pemilikan harta secara individu 
adalah sumber kejahatan dan penindasan dalam masyarakat sehingga mereka 




Uraian di atas menegaskan bahwa Islam dalam kaitannya dengan 
perekonomian mempunyai sikap moderat dalam memandang hak milik pribadi 
dan menjadikannya dasar bangunan ekonomi. Disisi lain Islam sangat moderat 
dalam memandang harta, yaitu berdiri antara monastisisme dan materialisme. 
Jelaslah bahwa ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang 
bercirikan Ketuhanan, berlandaskan etika, bercirikan kemanusiaan, dan bersifat 
pertengahan (seimbang), sebagaimana diuraikan dalam pembahasan di atas. 
 
Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam 
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 Ekonomi Islam sebagai landasan hukum bagi pelaku ekonomi, memiliki 
beberapa prinsip-prinsip dasar, yaitu : 
a. Kepemilikan 
 
Pada hakikatnya kekayaan  adalah milik Allah semata. Allah SWT telah 
menyerahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk diatur dan dikelola untuk 
kepentingan manusia. 
34
 Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat an Nisa ayat 
6 : 
 ... ٌْ ُهَىاَىٍْ َا ٌْ ِهٍْ َىِا اْىُعَفْدبَف....  
Artinya : “... Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya....”. 
 
Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, walaupun begitu 
Islam memberikan batasan tertentu agar tidak merugikan kepentingan 
masyarakat umum. Sebab esensinya mereka hanya diberi wewenang untuk 
menguasai hak milik tersebut. Dengan kata lain, harta itu merupakan titipan 
Allah yang diberikan kepada manusia. Oleh karena itu dalam masalah 
kepemilikan harta, disa,ping ada kepemilikan individu ada juga yang disebut 
kepemilikan umum. 
b. Sistem ekonomi berlandaskan etika 
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 Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana 
tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlaq, politik dengan etika, perang 
dengan etika dan sebagainya. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui 
Rasul untuk membebahi akhlaq manusia. Manusia muslim individu maupun 
kelompok dalam lapangan ekonomi atau  bisnis,  disatu sisi diberi kebebasan 
untuk mencari keuntungan sebesar–besarnya, namun disisi yang lain terikat 
dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan 
modalnya atau membelanjakan hartanya.  
c. Menjunjung tinggi rasa kemanusiaan 
Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang 
aman dan sejahtera. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap 
Tuhannya terhadap dirinya, keluarganya, masyarakat dan seluruh ummat 
manusia. 
Dalam  ekonomi Islam, manusia dan faktor kemanusiaan merupakan 
unsur utama. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi islam terdapat dalam 
kumpulan etika yang terdapat di dalam al Quran dan Hadits serta tertulis dalam 
kitab-kitab fiqih  yang mencakup etika,  kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap 
moderat dan persaudaraan sesama manusia. Etika Islam mengajarkan manusia 
untuk menjalin kerja sama, tolong menolong dan menjauhi sikap iri, dengki dan 
dendam.  
d. Distribusi kekayaan secara meluas 
 Islam mencegah penumpukan harta atau kekayaan pada individu atau 
kelompok tertentu, dan dianjurkan untuk mendistribusikan kekayaan kepada 
semua lapisan masyarakat. Islam juga melarang individu untuk mengumpulkan 
harta secara berlebihan. 
35
 Allah berfirman dalam surat at Taubah ayat 34, yaitu : 
…َو ٱَِ ٌِزَى َُ وُضِْ ۡنٌَ ٱَتَهَزىَو ٱَخَضِفۡى ِوٍِجَس ًِف بَهَّىُقِفٌُْ بَىَو ٱِهَيىَتَف ٌُهۡشِشّ ٍةاَزَعِث 
ٌٍِىَأ ٖ ٣٤  
 
Artinya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah bahwa 
mereka akan mendapatkan siksa yang pedih”. (At Taubah : 34) 
e. Larangan terhadap praktek anti sosial 
Islam melarang semua praktek yang merusak dan ati sosial yang terdapat 
dalam masyarakat, misalnya praktek perjudian, penipuan dan riba. Terkait 
dengan masalah riba, mengingat betapa besar bahaya dari perbuatan tersebut, 
akan diuraikan sedikit tentang masalah tersebut.   
Riba menurut bahasa berarti “al-ziadah”    ( yang berarti 
tambahan uang patda suatu yang khusus. 
36
 Tambahan yang dimaksud disini 
adalah tambahan atas modal, baik tambahan itu sedikit ataupun banyak.  
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 Adapun menurut istilah, riba adalah imbalan yang diisyaratkan kepada 
salah satu diantara kredik dan debitur yang melakukan mu‟amalah hutang 
piutang atau tukar menukar suatu barang. 
37
 
Secara sederhana riba adalah tambahan atas modal yang dilakukan oleh 
debitur (pemberi hutang) kepada kredetur (yang melakukan hutang). 
Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina oleh karena itu riba 
harus dikikis habis, sebab riba itu berpangkal dari kejahatan musyrik, kehidupan 
hidup nafsi-nafsi, asal diri beruntung biar orang lain melarat, dengan ini ditegaskan 
bahwa barokah riba tidak ada. Itulah kekayan membawa sial, membawa dendam dan 
kebencian. 
Riba adalah salah satu perilaku yang tidak baik secara perlahan tapi pasti 
mengikis habis sifat kepedulian sesama manusia. Akibat perbuatan riba akan menjadi 
anggota masyarakat yang rusak, tidak mempunyai pekerjan yang menentukan tidak 
bisa diambil mamfatnya oleh masyarakat. Selama praktek riba banyak dilakukan 
orang, bertebarlah anggota-anggota masyarakat seluruhnya akibat dari pekerjan riba. 
Sebagai upaya untuk mengikis habis budaya riba ini,  Islam memberikan  
konsep yang eleghan dan tidak merugikan berbagai pihak, yaitu : 
1). Al musyakarah 
  Al Musyakarah adalah merupakan salah satu pembiayaan niaga 
dalam bentuk kerjasama usaha di mana masing-masing pihak 
menanamkan modalnya untuk menjalankan aktivitas tertentu.
38
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 Apabila terdapat keuntungan maka besarnya pendapatan dibagi 
berdasarkan kesepakatan bersama, juga dapat di bagi berdasarkan porsi 
besarnya modal masing-masing. Disisi lain bila mengalami kerugian maka  
di tanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan besarnya kerugian, 
maka ditanggung masing-masing pihak sesuai dengan besarnya modal 
masing-masing. Investasi berdasarkan konsep musyarakah diatur dalam Al 
Qur‟an yaitu  : 
َهبَقِهِجبَعِّ ٰىَىِإ َلِتَجۡعَّ ِهاَؤُسِث َلَ َيَظ ۡذَقَى ۖۦشٍِخَم َُ ِإَو  ٗ َِ ٍِ  اٱِءٓبَطَيُخۡى ًِۡغجٍَ َى 
 بَىِإ ٍضۡعَث ٰىَيَع ٌُۡهُضۡعَثٱَِ ٌِزَى ْاىُيَِ َعَو ْاىٍَُْ اَء ٱِتَٰحِيَٰصّىوٍِيَقَو  ٞ َِ َظَو ٌُۗۡه بٍَ  
ُواَدۥُدَف ُهَْٰ َتَف بَ ََّأ ٱَشَفۡغَتۡسُهَثَس ۥعِماَس َۤشَخَو  ٗ ۩َةبََّأَو ۤا٢٤  
 
Artinya  : “Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim 
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan 
kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-
orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim 
kepada sebahagian yang lain, kecuali orang orang yang beriman 





Mudharabah berasal dari kata dharaba artinya memukul atau 
berjalan, pengertian memukul atau berjalan adalah proses seseorang 
memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.
40
  
Secara teknik, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua 
pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediaakn seluruh (100 % 
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 modal) sedangkan  pihak lainya menjadi pengelola . Keuntungan usaha 
mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalamkontek, 
sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu 
ditaggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian 
sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau 




f. Perbedaan ekonomi dalam batas wajar 
Ketidaksamaan ekonomi Islam dalam batas yang wajar, Islam 
mengakuinya, namun tidak membiarkannya bertambah luas. Islam selalui 
berusaha menjadikan perbedaan tersebut dalam batas yang wajar, adil dan tidak 
berlebihan.  
g. Jalan yang halal dalam mencari kekayaan 
Islam tidak membenarkan bagi ummatnya untuk mencari kekayaan 
semau mereka, dengan jalan apa saja yang dikehendaki. Islam memberikan 
perbedaan kepada ummatnya cara-cara yang sah dan yang tidak sah untuk 
mencari penghidupan, karena mengingat akan kemaslahatan masyarakat. Semua 
jalan untuk mencarai kekayaan, dimana seseorang tidak dapat memperoleh 
keuntungan dengan merugikan orang lain, tidaklah sah. Kebalikannya semua 
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 jalan dimana individu-individu saling memberi keuntungan antara sesama 
mereka dengan jalan suka sama suka dan adil adalah sah. 
42
  
Berdasar uraian tentang konsep ekonomi Islam di atas, apabila 
dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional (Barat) sangat berbeda jauh, 
dimana konsep-konsep tentang ekonomi yang dikembangkan oleh Islam selalu 
memihak  kaum dhuafa (orang-orang lemah) dan tidak merugikan  berbagai pihak 
yang terlibat, sedangkan dalam sistem ekonomi konvensional tidak memiliki 




Pengertian Bagi Hasil 
Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan 
profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara 
definisi profit sharing diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai 
dari suatu perusahaaan".
 
Menurut Antonio, bagi hasil adalah “suatu sistem 
pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara 
pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) yang mendatangkan 
keungungan bagi kedua belah pihak”.43 
Secara umum prinsip prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat 
dilakukan dalam empat akad utama, yaitu, al Musyarokah, al Mudharabah, al 
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 muzara‟ah, dan al musaqolah. Sungguhpun demikian prinsip yang paling banyak 
dipakai adalah al musyarakah dan al mudharabah, sedangkan al muzara‟ah dan al 
musaqolah dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan 




Macam–macam Akad Bagi Hasil 
Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah 
secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu musyarakah, mudharabah, 
muzara‟ah dan musaqah. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan 
pada sistem bagi hasil,  pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak 
kerjasama pada akad musyarakah dan mudharabah. Adapun penjelasannya adalah 
sebagai berikut : 
 
a. Musyarakah  
Pengertian musyarakah 
Menurut Antonio musyarakah adalah akad bagi hasil antara dua 
pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-mating pihak 
memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa proporsi 
keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 
Landasan hukum musyarakah 
Landasan hukum musyarakah adalah : 
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 .. ِجُيُخىا ًِف ُءبَمَشُشّ ٌْ ُهَف 
Artinya : ... “maka mereka berserikat pada sepertiga...”. (an-Nisa : 12)
 ِْ ُخٌَ ٌَى بٍَ  ِ ٍْ َنٌْ ِشَشىا ُجِىبَح بَّ َأ ُهْىُقٌَ َهَيىا َُ إ َهبق ُهَعِفَس َحَشٌْ َشُه ًِثَأ ِْ َع
ُهَجِحبَص بَ ُهُذَحَأ
 
Artinya : “Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda, “sesungguhnya 
Allah Azza Wajala berfirman, „aku pihak ketiga dari dua orang 
yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati 
lainnya”. (HR. Abu Dawud)45 
 
Rukun dan syarat musyarakah 
Rukun dari pelaksanaan musyarakah adalah : 
a) Pelaku akad yaitu para mitra usaha 
b) Objek akad yaitu modal, pekerja, dan keuntungan 
c) Shighah yaitu ijab dan qabul 
Sedangkan syarat pokok musyarakah antara lain : 
a) Syarat akad terdiri dari syarat berlakunya akad (in‟iqad), syarat sahnya 
akad (shihah), syarat terealisasikannya akad (nafadz), dan syarat lazim. 
b) Pembagian proporsi keuntungan 
1) Proporsi keuntungan yang dibagikan para mitra usaha harus 
disepakati diawal kontrak atau akad. Jika proporsi belum 
ditetapkanakad tidak sah menurut syariah. 
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 2) Rasio atau nisbah keuntungan masing-masing mitra usaha harus 
ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari 
usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. 
c) Penentuan proporsi keuntungan 
1) Imam Malik dan Imam Syafi‟i berpendapat bahwa proporsi 
keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang 
ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan  proporsi modal 
yang disertakan. 
2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula 
berbeda dari proporsi modal yng mereka sertakan. 
3) Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-
tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan didapat berebda 
dari proporsi modal pada kondisi normal. 
 
d) Pembagian kerugian 
Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung 
kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika 
sseorang mitra menyertakan 40 % modal, maka ida harus menanggung 
40 % kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak demikian akad 
musyarakah tidak sah. Jadi menurut Imam Syafi‟i, porsi keuntungan 
atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan pors 
penyertaan modalnya. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad, 
 porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal yang disertakan, tetapi 
kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi pennyertaan modal 
masing-masing mitra. 
e) Sifat modal 
Sebagian besar ahli hukum Islam berpendpat bahwa modal 
yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. 
Hal ini berarti bahwa akad musyarakah hanya dapat dengan uang dan 
tidak dapat dengan komoditas. 
f) Manajemen musyarakah 
Prinsip normal dari musyarakah bahwa setiap mitra mempunyai 
hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha 
patungan ini. Namun demikian, para mitra  dapat pula sepakat bahwa 
manajemen perusahaan akan dilakuakan oleh salah satu dari mereka, 
dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajamen dari musyarakah. 
g) Penghentian musyarakah 
1) Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri musyarakah kapan saja 
setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai 
hal ini. 
2) Jika salah seorang mitra meninggal pada saat musyarakah masih 
berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli 
warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau 
meneruskan kontrak musyarakah. 
 3) Jika salah seorang mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak 
mampu melakukan transaksi komersial, maka kontrak musyarakah 
berakhir. 
h) Penghentian musyarakah tanpa menutup usaha 
Jika salah seorang mitra ingin mengakhiri musyarakah 
sedangkan mitra lain ingin tetap meneruskan usaha, maka hal ini dapat 
dilakukan dengan kesepakatan bersama. Mitra yang ingin tetap 
menjalankan usaha dapat membeli saham atau bagian dari mitra yang 
ingin berhenti karena berhentinya seorang mitra dari musyarakah tidak 






1) Jenis-jenis al-Musyarakah 
a) Syirkah al-„inan 
Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak 
memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam 
kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian 
sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi porsi 
masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, 
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 tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Para 
ulama sepakat membolehkan bentuk syirkah ini. 
b) Syirkah muwafadhah 
Adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih setiap 
pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi 
dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntugan dan kerugian secara 
sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini 
adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan utang 
dibagi oleh masing-masing pihak. Mazhab Hanafi dan Maliki 
membolehkan bentuk syirkah ini. Sementara itu, mazhab Syafi‟i dan 
Hambali melarangnya karena secara realita sukar terjadi persamaan pada 




c) Syirkah a‟maal 
Adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi sama untuk 
menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari 
pekerjaan itu. Misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap 
sebuah proyek, arau kerjasama penjahit untuk menerima order 
pembuatan seragam sebuah kantor. Jumhur (mayoritas) ulama, yaitu 
dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, membolehkan bentuk syirkah 
 ini. Sementara itu, mazhab Syafi‟i melarangnya karena mazhab ini 
hanya membolehkan syirkah modal dan tidak boleh syiirkah kerja. 
d) Syirkah wujuh 
Adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki 
reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli 
barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut 
secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian 
berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. 
Jenis al-musyarakah ini tidak memerlukan modal secara kredit berdasar 
kepada jaminan tersebut. Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan 
bentuk syirkah ini, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi‟i melarangnya. 
b. Al-Mudharabah 
1) Pengertian al-mudharabah 
Mudharabah berasal dari kata dharb berati memukul atau berjalan. 
Secara teknis al-mudharabah adalah akad kerjasama uasaha antara dua 
pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100 %) 
modal, sedangkan pihak lainnya menjadikan pengelola. Keuntungan usaha 
secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam 
kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama 
kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu 
diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, sipengelola 
harus bertanggungjawab atas kerugin tersebut. 
 2) Landasan syariah 
Landasan hukum pelaksanaan al-mudharabah adalah : 
…. ًِف ٱِضۡسَأۡى ِوۡضَف ٍِِ  َُ ىُغَتۡجٌَ ٱِهَيى ….  
Artinya : ...” dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mmencari 
sebagian karunia Allah SWT...”. (QS. al-Muzammil : 20)47  
  َهبَق ِهٍْ ِثَأ ِْ َع ِتٍْ َهُص ِ ْث ِحِىبَص ِْ َع : ىَيَص ِهَيىا ُهْىُسَس َهبَق
 بَيْخَأ َو ُخَضَسبَقَُ ْىاَو ٍوَجَأ ىَىَإ ُعٍْ َجْىا ِخَمَشَجْىا َِ ِهٍِف ٌثبَيَح ٌَ َيَس َو ِهٍْ َيَع ِهَيىا
ِعٍْ َجْيِى َلا ِتٍْ َجْيِى ِشٍْ ِعَشىبث ِشُجىا ُط
 
Artinya : “Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, 
“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli 
secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur 




3) Syarat mudharabah 
  Modalnya adalah : 
a) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya 
b) Modal harus bentuk tunai 
c) Moda harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinannya 
melakukan usaha. 
Keuntungannya adalah : 
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 a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentasi dari 
keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti sesuai dengan kesepakatan 
akad. 
b) Kesepakatan rasio presentase harus dicapai melalui negoisasi dan 
dituangkan dalam kontrak. 
c) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudhorib 
mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada rab al maal.
49
  
4) Jenis-jenis al-mudharabah 
a) Mudharabah al-mutlaqoh 
Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib 
yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis 
usaha, waktu, dan daerah bisnis. 
 
b) Mudhorobah muqayyadah 
Adalah kebalikan dari mudharabah al-mutlaqah. Si Mudharib 
dibatasi dengan batasan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat 
usaha. Adanya pembatasan ini seringkkali mencerminkan 




c.  Al-Muzaraah 
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 1)  Pengertian  
Al-Muzaraah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik 
lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian 
kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian 
tertentu (presentase) dari hasil panen. 
2) Landasan syariah 
Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa 
bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzaroah dengan rasio 
bagi hasil. Maka Rasulullah bersabda, “Hamba Allah menanmi atau 
menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu 
dari keduanya, tahanlah tanahya”.51  
 
 
3) Rukun dan syarat 
Hanafiah berpendapat bahwasannya rukun muzaraah ada 4 yaitu 
sebagai berikut : 
a) Tanah 
b) Perbuatan pekerja 
c) Modal 
d) Alat-alat untuk menanam52 
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 Sedangkan syarat sahnya pelaksanaan akad muzaraah adalah 
sebagai berikut : 
a) Berakal 
b) Adanya penentuan oleh kedua pihak yang akan ditanam oleh kedua 
pihak 
c) Pembagian hasil panen berdasarkan presetase yang sesuai dengan akad 
yang telah disepakati 
d) Tanah yang akan digunakan bisa ditanami dan dapat diketahui dengan 
jelas batas-batasnya. 
e) Penentuan waktu53 
4) Macam-macam muzaraah 
a) Tanah dan bibit berasal dari satu pihak sedangkan pihak lainnya 
menyediakan alat juga melakukan pekerjaan. Pada jenis ini hukumnya 
diperbolehkan.  
b) Tanah disediakan satu pihak, sedangkan alat, bibit, dan pekerjaannya 
disediakan oleh pihak lain. Hukumnya diperbolehkan. 
c) Tanah, alat, dan bibit disediakan pemilik, sedang tenaga dari pihak 
penggarap. Hukumnya juga diperbolehkan. 
d) Tanah dan alat disdiakan oleh pemilik, sedangkan benih dan pekerjaan 
dari pihak penggarap. Pada bentuk yang keempat ini, muzaraah 
menjadi fasid, karena misal akad yang dilakukan sebaagai menyewa 
tanah maka alat dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa 
manjadi fasid, ini disebabkan alat tidak mungkin mengikuti kepada 
tanah karena ada bedanya manfaat. Sebaliknya jika akad yang terjadi 
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 menyewa tenaga penggarap maka bibit harus berasal dari penggarap 
yang mana akan menyebabkan ijarah menjadi fasid, ini disebabkan 
bibit tidak mengikuti penggarap melainkan kepada pemilik. 
5) Aplikasi dalam perbankan 
Pada LKS, muzaraah dimaksudkan untuk membantu 
mengembangkan sektor pertanian dimana satu pihak menyediakan lahan 
serta pihak lainnya yang melakukan penggarapan. Dengan begini, 
diharapkan bukan hanya sekedar mengembangkan sektor pertanian tapi 
juga untuk memanfaatkan suatu lahan agar dapat menghasilkan sesuatu 
serta memberikan pekerjaaan terhadap orang lain. 
Disamping itu dalam praktik perbankan syariah, sistem 
muzaraah ini jarang sekali digunakan. Karena dari sudut pandang 
perbankan sendiri sektor pertanian kurang menarik untuk berinvestasi. 
Paling hanya UMKM serta usaha kecil lainnya yang berkaitan dengan 
pertaian yang menggunakannya. 
Dalam konteks ini, lembaga keuangan dapat memberikan produk 
pembiayaan kepada nasabah yang bergerak pada bidang pertanian atas 




1) Pengertian  
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 Adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaroah dimana si 
penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. 
Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen 
yang diperoleh. 
2) Landasan syariah  
Ibnu umar berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah memberikan 
tanah dan tanaman kurma dikhoibar kepada Yahudi Khoibar untuk 
dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka sebagai 
imbalan, mereka memperoleh presentase tertentu dari hasil panen. 
3) Rukun 
Rukun dari musaqah adalah : 
a) Dua orang yang akad 




Sedangkan syarat-syarat dalam pelaksanaan musaqah adalah 
sebagai berikut : 
a) Ahli dalam akad 
b) Menjelaskan bagian penggarap 
c) Membebaskan pemilik dari pohon, dengan artian bagian yang akan 
dimiiki dari hasil panen merupakan hasil bersama. 
d) Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang telah melangsungkan 
akad. 
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Kelebihan dan Kekurangan Bagi Hasil 
Kelebihan melakukan kerjasama bagi hasil dari sudut pandang investor 
atau bagi pemilik modal adalah, pengelolaan usaha dilakukan seutuhnya oleh 
pengelola usaha, dan pemilik modal hanya sebagai pengawas dan melakukan 
pembinaan tanpa terjun langsung. Hal ini sudah pasti menjadi kelebihan bagi 
pemilik modal, karena pemilik modal tanpa harus bekerja akan mendapatkan 
passive income.  
Pada sisi lain, kami menilai bukan sebagai kekurangan namun merupakan 
karakter dari Perjanjian Kerja sama Bagi Hasil. Yaitu maju mundurnya usaha 
tersebut sangat bergantung pada iktikad baik dan keahlian dari Pengelola Usaha. 
Hal ini karena seluruh kendali dan supervisi pekerjaan berada di bawah pengelola 
usaha. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemilik modal untuk dapat mengetahui 
karakter, latar belakang pengelola usaha, dan juga bisnis yang akan dijalankan. 
 
Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran menurut Tinjauan Ekonomi 
Islam 
 
         Islam menjadikan ibadah yang memiliki aspek sosial sebagai landasan 
membangun suatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan untuk penanganan 
masalah kemiskinan dan pengangguran. Salah satu aspek itu adalah ekonomi. 
   Sejumlah pendirian Islam tentang kemiskinan sebagai akibat dari    
pengangguran, seperti diungkapkan oleh Malik Fadjar dengan mengutip pandangan 
 Yusuf Qardawi dalam kitab atau buku “Perang Sopan Melawan Kemiskinan”, antara 
lain adalah: 
a) Islam menentang anggapan bahwa kemiskinan adalah sarana penyucian jiwa, 
yang karenanya mesti dipelihara. 
b) Islam menolak pandangan bahwa kemiskinan adalah keadaan yang mesti diterima 
apa adanya dengan sebab takdir Ilahi yang sehingga tidak dapat dihindari. 
c) Islam belum memandang cukup hanya untuk menganjurkan hartawan untuk 
menyantuni kaum papa. 
d) Islam tidak sependirian dengan kaum kapitalis yang menganggap kemiskinan 
adalah suatu dosa, sedang kaum papa adalah memikul tunggalnya. 
e) Islam tidak memilih cara kekerasan untuk membela nasib kaum miskin 




Dengan memperhatikan batasan-batasan di atas, maka ekonomi Islam dapat 
mengambil peran dan usaha dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran, 
baik melalui bagian produksi, konsumsi maupun  distribusi. Oleh karena sasaran yang 
ingin dicapai oleh ekonomi Islam adalah kemakmuran dalam arti luas, tidak hanya 
kemakmuran dengan terpenuhinya kebutuhan spiritual, maka dalam upaya mengatasi 
masalah kemiskinan dan pengangguran menurut landasan ekonomi Islam, dapat 
ditempuh hal-hal sebagai berikut, yaitu : 
1. Peningkatan iman, agar kegiatan ekonomi masyarakat miskin dalam rangka 
memenuhi kebutuhan hidupnya tetap dalam kendali iman, yaitu dengan cara: 
menambah tebalnya iman dengan bentuk memberi nasehat melalui ayat-ayat, 
hadits dan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan iman, serta menjaga agar iman 
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 itu senantiasa cemerlang dan cara mengambil nasehat-nasehat yang menimbulkan 
khouf (rasa takut) menjalankan maksiat. 
2. Eksploitasi sepihak ditiadakan, setelah mental (Iman sebagai fondasi utama dalam 
pengentasan kemiskinan),maka kemiskinan lebih banyak tumbuh di sebabkan 
oleh adanya eksploitasi itu, pemerintah yang bersih dan jujurlah yang dapat 
menjadi mediator pihak eksploir dan masyarakat miskin.  
3. Pembekalan praktek usaha, dalam hal ini langkah yang harus di tempuh pertama 
kali memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat memerlukan pemenuhan. Baru 
setelah mengetahui kebutuhan masyarakat yang ada, tahap selanjutnya di siapkan 
tenaga lapangan yang bertindak sebagai motivator untuk membimbing 
masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti program pendampingan 
bagi desa miskin atau dapat juga dengan mengadakan BMT yang dilaksanakan 




  Kemudian, Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa salah satu langkah 
dalam mengatasi masalah kemiskinan dan penganguran ditinjau dari ekonomi Islam 
adalah melalui pengefektifan kegiatan distribusi melalui pendayagunaan zakat. Dalam 
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 kaitan ini ia sangat berminat dan bersungguh-sungguh menggugah semangat kaum 
muslimin untuk mengefektifkan zakat. 
59
 
  Selanjutnya, A. Mukti Ali ketika menjadi anggota DPA, beliau 
melakukan kerja lapangan untuk mengamati panerapan syariat zakat di sebuah desa di 
Jawa Timur pada tahun 1979. Di desa Puntukrejo, di mana penduduknya penganut 
Islam aktif, zakat telah dapat di mobilisasi untuk pembangunan kesejahteraan 
masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan modal usaha, zakat telah memerangi 
kemiskinan. Dalam rentang waktu 6 tahun usaha-usaha yang di kembangkan dengan 
sistem zakat bisa mengurangi jumlah panduduk miskin secara relatif sebanyak 24 
keluarga setiap tahunnya. Dengan zakat itu pula di bangun yayasan yang bergerak 
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 BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
G. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis field research (penelitian 




Sedangkan sifat penelitian dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, 
keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan frekwensi atau 
penyebaran suatu gejala atau frekwensi adanya hubungan tertentu suatu gejala dan 
gejala lain dalam masyarakat.
62
 
Menurut Jalaludin Rahmat penelitian deskriptif kualitatif tidak mencari atau 
menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi. Penelitian 
deskriptif kualitatif  bertujuan untuk : 
1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada. 
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang 
berlaku. 
3. Membuat perbandingan atau evaluasi 
4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama 
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 H. Populasi Penelitian 
Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian.
64
 
Populasi yang di maksud dalam penelitian ini adalah seluruh individu  baik itu 
merupakan orang dewasa, siswa atau anak-anak  dan objek  lain sebagai sasaran  
penelitian tertentu. 
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja penggarap lahan 
pertanian pada dusun I-IV di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten 
Lampung Barat berjumlah 21 orang. 
Mengingat jumlah subyek penelitian kurang dari 100 orang, maka dalam 
menentukan besarnya sampel yang diambil dari suatu populasi, penulis berdasarkan 
pendapat yang menyatakan “bahwa untuk sekedar ancer-ancer apabila subyek kurang 
dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya  bersifat penelitian 
populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15 
% atau 20-25 % atau lebih”. 65 
Kaitannya dengan penelitian ini  penulis menentukan 21 orang sebagai obyek 
dalam penelitian ini. Mereka ini  yang betul-betul mengetahui berbagai informasi dan 
masalah secara mendalam dan dapat dipercaya tentang pelaksanaan sistem bagi hasil 
antara pemilik modal dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit 
Kabupaten Lampung Barat. 
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 I. Metode Pengumpulan Data 
1. Metode Observasi 
Metode observasi adalah “pengamatan atau pencatatan dengan 
sistematis mengenai gejala-gejala yang di teliti”.66  
Menurut Suharsimi Arikunto metode observasi adalah “suatu studi 
yang disengaja dan sistematis tentang fenomena-fenomena dan gejala-gejala 
psikis yang serba kompleks dan dalam pola-pola kultural tertentu dengan jalan 
pengamatan dan pencatatan”.67  
Ada dua jenis observasi yang biasa digunakan oleh para peneliti yaitu 
sebagai berikut : 
a. Observasi partisipan adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh 
observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang 
yang akan diobservasi. 
b. Observasi non partisipan adalah suatu proses dimana observer tidak ikut 





Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi 
partisipan yaitu peneliti turun langsung kepada objek penelitian yaitu para 
pekerja atau penggarap lahan pertanian di Desa Way Mengaku Kecamatan 
Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.  
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 Metode ini digunakan sebagai metode utama dalam pengumpulan data 
tentang pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja di 
Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. 
2. Metode Interview 
Metode interview adalah  “proses tanya jawab dalam penelitian yang 
sedang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 
mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan”.69 
Apabila dilihat dari sifat atau teknik pelaksanaannya, maka interview 
dapat dibagi atas tiga macam yaitu : 
a. Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-pokok 
masalah yang diteliti. 
b. Interview tak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara dimana 
interviewer tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok 
dari fokus penelitian dan interviewer. 
c. Interview bebas terpimpin adalah kombinasi keduanya, pewawancara 
hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya 




Dalam penelitian ini interview yang digunakan ialah intervew bebas 
terpimpin yaitu pengintervew membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan 
yang akan di sajikan kepada interviewer.
71
  
Penulis menggunakan metode ini karena penulis mengharapkan data 
yang dibutuhkan akan dapat diperoleh secara langsung sehingga 
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 kebenarannya tidak akan diragukan lagi. Dalam hal ini penulis 
mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang 
diteliti dan juga yang di interview tidak merasa lelah diambil datanya.  
Metode ini sebagai metode pelengkap untuk membuktikan data yang 
diperoleh dari observasi dan juga untuk mendapatkan data yang tidak di 
peroleh dari dokumentasi mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil antara 
pemilik modal dan pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit 
Kabupaten Lampung Barat. 
3. Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel  berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan 
sebagainya”.72  
Jadi metode dokumentasi salah satu cara untuk menghimpun data 
mengenai hal-hal tertentu, melalui catatan-catatan, dokumen yang disusun 
oleh suatu instansi atau organisasi-organisasi tertentu.  
Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang 
berkaitan tentang keadaan objektif Desa Way Mengaku Kecamatan Balik 
Bukit Kabupaten Lampung Barat seperti sejarah berdirinya, visi dan misi, 
susunan organisasi, dan lain-lain. 
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 J. Metode Analisis Data 
Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Moleong, analisis data adalah 
“upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari 
dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.73 
Miles and Huberman  mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data 
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.74 Penelitian ini menggunakan model analisis 
interaktif Miles dan Huberman dengan proses penelitian yaitu sebagai berikut : 
1. Tahap pengumpulan data berupa kata-kata, fenomena, sikap, yang diperoleh 
dengan teknik yang ditentukan misalnya dengan wawancara dan dokumentasi. 
2. Tahap reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyedia 
transformasi data kasar yang muncul dari tahap pengumpulan data. Kegiatan 
reduksi data menjadi penting karena bersangkutan dengan memilah dan memilih 
data mana dan data dari siapa yang harus dipertajam, data mana yang harus 
disingkirkan karena tidak relevan dengan tema penelitian. 
3. Display data atau penyajian data berarti sekumpulan informasi tersusun yang 
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
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 BAB  IV 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
Profil Desa Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung 
Barat 
 
Sejarah Berdirinya  
Desa Way Mengaku merupakan salah satu desa dalam wilayah 
Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Asal mula berdirinya desa 
tersebut adalah berawal dari adanya pendatang pada tahun 1965, mereka 
kemudian membuka hutan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, kemudian 
membuat rumah tempat tinggal dan menetap hingga sampai ke anak cucunya 
sekarang ini.  
Pada awalnya Desa Way Mengaku Balik Bukit masih berupa 
pedukuhan yang dipimpin oleh kepala pedukuhan. Seiring dengan 
perkembangan waktu dan zaman jumlah penduduk desa Desa Way Mengaku 
semakin bertambah banyak sehingga menjadi desa definitive yaitu Desa Way 
Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
76
 
Sejak berdirinya Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit 
Kabupaten Lampung Barat hingga saat ini sudah mengalami delapan kali 
pergantian Kepala Desa, adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah 
memimpin adalah : 
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 Tabel 3 
Nama-nama yang Pernah Menjabat Kepala Desa Way Mengaku  
Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat 
 
No Nama Tahun 
1 Abdul Kadir tahun 1965 – 1974 
2 Astamo  tahun 1974 -  1980 
3 Ahd. Syakrani tahun 1980 -  1986 
4 Sahrul Kasto  tahun 1986 -  1994 
5 Karijoyo  tahun 1994 -  2000 
6 Mawardi tahun 2000-  2010 
7 Budiyanto Tahun 2010-2015 
8 Hadi Susanto, M.Si tahun 2015 - sekarang 
      Sumber : Dokumentasi  Desa Desa Way Mengaku Tahun 2017 
 
 
Visi dan Misi 
Visi Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung 
Barat yaitu “terwujudnya masyarakat gedung Desa Way Mengaku yang 
mandiri, demokratis dan handal dalam sdm serta menjadi pusat keunggulan 
pertanian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam pembangunan di 
era pemerintahan global”. 
Sedangkan misi Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit 
Kabupaten Lampung Barat adalah : 
a. Meningkatkan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 
melalui peningkatan produksi pertanian. 
b. Memberdayakan potensi agroklimat secara optimal 
 c. Meningkatkan sumberdaya manusia, di bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 
d. Meningkatkan etos kerja  
e. Mendorong kemandiriankondisi kamtibmas.77 
 
Susunan Pemerintahan 
Dalam suatu organisasi pemerintahan maupun organisasi lain dalam 
bentuk yang sesederhanapun harus ada susunan organisasi dan harus ada 
pertanggung jawaban terhadap institusi diatasnya. Begitu pula dengan 
pemerintahan Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten 
Lampung Barat. 
Secara struktural, Kepala Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit 
Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab terhadap pembangunan serta 
kemakmuran masyarakatnya. Bersamaan dengan itu untuk melaksanakan 
program pemerintahan maka ditetapkan adanya struktur pemerintahan desa. 
Dengan adanya struktur pemerintahan desa ini, maka semua aparat desa 
mengerti akan tugas dan kewajiban masing-masing yang harus dikerjakan, 
sehingga pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.
78
 
                                                 
77
Dokumentasi, Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat 
Tahun 2017.  
78
Hadi Susanto,  Kepala Desa Gedung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten 
Tulang Bawang, Wawancara, Meil 2017.  
 Adapun struktur pemerintahan Desa Way Mengaku Kecamatan Balik 
Bukit Kabupaten Lampung Barat beserta staf pendukung pelaksanaan 


















Keterangan :             Garis Instruksi 
    Garis Koordinasi 
 
Berdasarkan bagan tersebut di atas, Kepala Desa bertugas 
memperhatikan dan mengarahkan masyarakat serta menjadi motivator 
program kerja yang direncanakan dan dijadikan tujuan organisasi atau 





























 yang homogen agar dapat mengangkat citra desa dan supaya lebih maju dari 
sebelumnya. 
Keadaan Penduduk 
Penduduk berjumlah Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit 
Kabupaten Lampung Barat berjumlah 2.217 jiwa. Adapun perbandingan 
jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam tingkatan umur sebagaimana 
dalam tabel berikut : 
Tabel 4 
Keadaan Jumlah Penduduk Desa Way Mengaku Balik Bukit  
Menurut Jenis Kelamin dan Umur 
No C. Umur Laki-laki Perempuan D. Jumlah 
1 00-04 84 76 160 
2 05-06 124 127 251 
3 07-12 165 156 321 
4 13-18 67 52 119 
5 19-21 247 308 555 
6 22-26 167 159 326 
7 27-40 134 118 252 
8 41-55 120 79 199 
9 56-60 17 10 27 
10 60 tahun ke atas 2 5 7 
E. Jumlah 1.127 1.090 2.217 
      Sumber  : Dokumentasi Desa Way Mengaku Tahun 2017 
 
 
 Keadaan Mata Pencaharian 
Mengingat keadaan alam yang kaya akan potensi tanah yang subur, 
maka wilayah Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten 
Lampung Barat sangat cocok untuk dijadikan lahan ladang, sawah dan kebun,  
hal ini terlihat dari sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani lading 
dan sawah, di samping itu ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, 
jasa, buruh dan lainnya. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk 
sebagai berikut : 
Tabel 5 
Jumlah Penduduk Desa Desa Way Mengaku Balik Bukit  
Menurut Mata Pencaharian 
No Jenis Pekerjaan Jumlah 
1 Tani  1.560 
2 Buruh  440 
3 Dagang  155 
4 Karyawan pemerintah/swasta 60 
Jumlah 2.217 
             Sumber : Dokumentasi Desa Way Mengaku Tahun 2017 
 
Keadaan Pendidikan 
Pendidikan merupakan salah satu masalah yang sangat penting dalam 
kehidupan manusia, karena melalui pendidikan itu seseorang  ilmu 
pengetahuan untuk mempertahankan dan menjalankan roda kehidupan dunia.  
Pendidikan ini benar-benar-benar  disadari pentingnya oleh penduduk Desa 
Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, sehingga 
 tingkat kesadaran ini yang memacu orang tua menyekolahkan anaknya sesuai 
dengan tingkat kesejahteraan orang tua dan kecerdasan anaknya. 
Untuk jelasnya mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Way 
Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, 
sebagaimana  yang  terdapat  dalam  tabel  sebagai  berikut : 
Tabel  6 
Keadaan Penduduk Desa Way Mengaku Balik Bukit  
Menurut Tingkat Pendidikan 
 
No 
Tingkat Pendidikan Jumlah  











           Sumber : Dokumentasi Way Mengaku tahun 2017  
Masyarakat  menyadari bahwa anak-anaknya adalah generasi 
penerus perjuangan bangsa dan agama, maka mereka memberi 
kesempatan kepada anak-anaknya untuk mengeyam pendidikan formal 
baik yang ada di desa tersebut maupun yang berada di sekitarnya 
bahkan keluar daerah. 
Keadaan Keagamaan 
Adapun jumlah penduduk Desa Way Mengaku Kecamatan Balik 
Bukit Kabupaten Lampung Barat berdasarkan agama seperti terlihat  
dalam tabel berikut : 
Tabel 7 
Keadaan Penduduk Desa Way Mengaku Balik Bukit  
 Menurut Agama  
 
No Agama  yang Dianut Jumlah 
1 Islam  2.042 
2 Kristen  37 
3 Khatolik 49 
4 Hindu  79 
5 Budha  10 
Jumlah  2.217 
             Sumber : Dokumentasi Desa Way Mengaku tahun 2017 
  
Tabel di atas memperjelas bahwa mayoritas penduduk Desa Way 
Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat memeluk 
agama Islam, kondisi tersebut sangat memungkinkan sekali untuk 
melakukan berbagai aktivitas keagamaan. 
 
Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pertanian Antara Pemilik Modal dan Pekerja di 
Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit  Kabupaten Lampung Barat 
 
Berdasarkan hasil penelitian melalui, interview, obeservasi dan dokumentasi, 
sistem pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan 
Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat secara garis besar terdiri dari 3 macam, 
diantaranya : 
Sistem pemilik lahan dan dikerjakan sendiri  
Pertanian seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki lahan 
pertanian dan mempunyai kemampuan untuk bertani, sehingga dalam mengelola 
lahan tersebut dilakukan dengan sendiri, begitu juga dengan modal biasanya 
permodalan dikeluarkan sendiri tanpa campur tangan dari orang lain dan hasil dari 
pertanian tersebut juga milik sendiri sepenuhnya. 
 Sistem bagi hasil 
Sistem parohan (bagi hasil) adalah sistem pertanian yang dilakukan oleh 
dua belah pihak dimana pengelolaan tanah dilakukan oleh pihak petani, dan pihak 
lainnya bertindak sebagai pemilik lahan dengan melakukan kesepakatan membagi 
hasil pertanian ketika panen. Dalam pengelolaan tanah, petani pengelola 
mempunyai hak untuk menanam bibit, memelihara tanaman, memberi pupuk 
tanaman, melakukan pengairan, dan memanennya ketika sudah waktunya. Dalam 
masalah permodalan semua dibebankan pada pihak petani pengelola, untuk 
masalah keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. 
Sistem buruh tani  
Sistem buruh tani adalah sistem kerja sama dimana petani sebagai buruh 
tani, dan hanya berkewajiban serta bertanggung jawab atas pengelolaan tanah 
dengan mendapatkan upah tertentu yang sudah disepakati, sedangkan selebihnya 
ditanggung sepenuhnya oleh pemilik lahan seperti bibit, pupuk, penyediaan alat-
alat pertanian, dan obat hama. Tidak jarang juga konsumsi untuk buruh tani 
disediakan oleh pemilik lahan.  
Berdasarkan beberapa sistem yang ada tersebut di Desa Way Mengaku 
Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, ada yang relevansi dengan sistem 
pertanian yang dijelaskan dalam Islam. Sistem peparohan yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Way Mengaku tersebut tidak jauh berbeda dengan sistem 
mukhabarah yang dijelaskan dalam Islam. Dalam hal ini, perlu kajian yang lebih 
mendalam tentang shahih atau fasid nya akad yang dilakukan.  
 Alasan sistem mukhabarah mempunyai relevansi dengan sistem peparohan 
yang dilakukan masyarakat tenggulun karena sistem tersebut dipraktikkan dengan 
kerja sama yang dilakukan oleh dua belah pihak di mana pengelolaan tanah dilakukan 
oleh pihak petani, dan pihak lainnya bertindak sebagai pemilik lahan dengan 
melakukan kesepakatan membagi hasil pertanian ketika panen. Sistem bagi hasil yang 
dianggap sah adalah bibit, pupuk, tenaga kerja, alat-alat pertanian, pemeliharaan 
tanaman, dan pengairan semuanya dibebankan pada petani penggarap. Sedangkan 
pemilik lahan cuma menyediakan lahan, sehingga yang menjadi objek dari akad 
tersebut adalah manfaat dari jasa pengelola. Dalam sistem ini pemilik lahan hanya 
bermodalkan tanah, sedangkan yang lainnya dari pihak penggarap atau pengelola 
tanah. Maka sistem tersebut sesuai dengan konsep mukhabarah sistem seperti ini 
banyak digunakan di masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit 
Kabupaten Lampung Barat. Sistem buruh tani merupakan kerja sama, tetapi tidak bisa 
dikategorikam dalam kerja sama yang telah dijeaskan dalam Islam. Kerja sama yag 
dijelaskan dalam Islam ada imbalan bagi hasilnya yang telah disepakati ketika awal 
akad. Akan tetapi sistem buruh tani di masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan 
Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ini tidak adanya kesepakatan bagi hasil hanya 
saja buruh tani tersebut mendapat imbalan upah sesuai kesepakatan dan kebiasaan 
yang berlaku di mayarakat tersebut.  
Perjanjian parohan di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten 
Lampung Barat dapat diketemukan beberapa unsur, diantaranya :  
1. Adanya kesepakatan para pihak  
 2. Izin menggarap dari pemilik tanah  
3. Atas dasar kepercayaan  
Bagi hasil kadang berfungsi sebagai menjaga tali kekerabatan sanak saudara. 
Dalam perjanjian bagi hasil tersebut hubungan keluarga diprioritaskan untuk diberi 
tawaran menggarap tanah, jika tidak ada sanak saudara yang bersedia menggarap 
tanah tersebut, penawaran baru diberikan kepada pihak lain yang bersedia untuk 
mengelola tanah tersebut. 
 
Analisis Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Pertanian Hasil 
antara Pemilik Modal dan Pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik 
Bukit Kabupaten Lampung Barat 
 
Pengetahuan masyarakat terhadap bagi hasil dalam konsep Islam  
Pengetahuan masyarakat terhadap bagi hasil dalam konsep Islam dapat 
dilihat dari hasil wawancara penulis dengan berbagai pihak, baik tokoh 
masyarakat, pemilik tanah, ataupun pihak penggarap. Dimana pengetahuan 
masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung 
Barat tentang bagi hasil pertanian dalam konsep Islam sangat minim, seperti yang 
dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik 
Bukit Kabupaten Lampung Barat tidak keseluruhannya tahu, tidak keseluruhan 
petani mengetahui tentang konsep Islam, namun juga “sebagian ada yang 
mengetahui juga, namun sementara yang dipakai ini adalah adat, jadi adat 
kebiasaan pertanian yang ada disini yang dipakai, tidak memakai yang menganut 
konsep Islam sehingga perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Way 
 Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat umumnya 
berdasarkan adat setempat, tidak sepenuhnya mengacu pada konsep Islam, 
walaupun ada sebagian masyarakat yang mengetahui tentang bagi hasil dalam 
konsep Islam. Jadi, kenyataan yang ada di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik 
Bukit Kabupaten Lampung Barat perjanjian bagi hasil ini dibuat berdasarkan 
hukum atau adat kebiasaan setempat. Karena, masih banyaknya masyarakat yang 
tidak mengetahui adanya bagi hasil dalam konsep Islam. Ini juga sangat 
mempengaruhi hal tersebut tumbuh dan berkembang dengan kebiasaan yang dirasa 
lebih fleksibel oleh masyarakat dalam menentukan bagaimana mekanisme 
mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian.  
Faktor ketidaktahuan terhadap adanya konsep Islam dalam mengatur bagi 
hasil pertanian juga mempengaruhi pelaksanaan perjanian bagi hasil, yang mereka 
tahu adalah perjanjian seperti yang sudah berlaku di masyarakat desa ini yaitu 
dengan cara lisan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan. Meskipun sebagian 
masyarakat juga sudah mengetahui adanya aturan hukum dalam Islam tentang 
perjanjian bagi hasil, mereka tetap cenderung memilih melaksanakandengan dasar 
imbangan pembagian hasil sesuai dengan hasil panen yang didapatkan petani 
penggarap. Alasannya adalah karena sudah dilakukan secara turun menurun, saling 
percaya untuk saling tolong menolong sehingga dalam melakukan akad mereka 
tidak memilih secara formal, melainkan cukup dengan mengucapkan kata sepakat 
antara kedua belah pihak yang berakad. Apabila terjadi perselisihan atau 
persengketaan dalam masalah akad masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan 
 Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat meyelesaikannya dengan cara 
kekeluargaan tidak dengan melibatkan para pejabat dan aparat desa. Tapi di Desa 
Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ini jarang sekali 
adanya perselisihan dalam berakad, karena didasari dengan saling rela dan ikhlas 
dengan keputusan yang ada ketika akad. 
Kata sepakat dalam akad  
Bagi masyarakat yang terpenting dalam pelaksanaan bagi hasil bukan 
unsur subjektif atau unsur objektif tetapi terlaksana dan terjadinya perjanjian itu 
didasarkan pada kesepakatan (mufakat). Pada praktiknya masyarakat Desa Way 
Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat mengerjakan tanah 
milik orang lain dengan menggunakan bagi hasil, hanya mendasarkan persetujuan 
antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Tidak 
sedikit masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten 
Lampung Barat dalam melakukan pertanian untuk mengelola lahannya dengan 
menggunakan sistem parohan dengan pembagian bagi hasil. 
Secara hukum dilihat dari usia masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan 
Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat yang telah melakukan praktik kerja sama 
bagi hasil dapat dikatakan bahwa pihak yang melakukan akad telah cakap dalam 
melakukan hukum. Jadi jika terjadi wanprestasi maka kedua belah pihak yang 
melakukan akad bisa mempertanggungjawabkan atau bisa diminta 
pertanggungjawaban hukum terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa 
Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ini. Dapat 
 diambil kesimpulan bahwa kontrak yang dilakukan telah sah dan memenuhi 
syarat, sebagaimana yang melakukan akad tersebut adalah orang dewasa dan telah 
cakap hukum.  
Bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil 
Bentuk perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Way Mengaku 
Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan secara tidak 
tertulis atau cukup dengan lisan antara kedua belah pihak, dengan beberapa alasan 
yang mendasarinya berikut :  
a. Mudah pelaksanaannya dan tidak berbelit-berbelit  
b. Adanya saling percaya  
Menurut konsep Islam, bentuk perjanjian bagi hasil pertanian ini tidak 
harus dengan hitam diatas putih, yakni dengan secara tertulis. Akan tetapi, 
menurut jumhur ulama dengan melakukan ijab dan qabul sudah memenuhi 
rukunnya, baik qabul tersebut berupa ucapan ataupun langsung dengan tindakan. 
Dalam hal bentuk perjanjian ini, masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan 
Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat tidak menyalahi ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam Islam.  
Mengenai pedoman yang dirujuk dalam melakukan kerja sama bagi hasil, 
masyarakat tidak mengacu pada Undang-undang, tidak juga mengacu pada 
konsep Islam akan tetapi dalam pratiknya mempunyai prinsip saling 
menguntungkan, seperti halnya yang dikatakan oleh penggarap sawah, pihak 
pemilik sawah bisa mengambil keuntungan dari hasil pertanian tersebut, pihak 
 penggarap juga ada keuntungan karena mempunyai lahan yang bisa dikerjakan. 
Berdasarkan ayat alqura‟an : wata‟awanu „alal birri wattaqwa walaa ta‟aawanuu 
„alal istmi wal „udwaan. 
Ketentuan porsi bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat ternyata tidak 
ada ketentuan di awal akad, yang ada antara kedua belah pihak pasrah dengan 
hasil yang didapatkan ketika panen nanti, berapapun hasilnya saling terima. Jadi 
pembagiannya terserah penggarapnya memberikan bagian berapa. Sebagaimana 
yang dikatakan oleh pemilik lahan “tergantung panen yang dihasilkan. 
Mendapatkan bagian banyak ataupun sedikit kita sebagai pemilik sawah harus 
bisa terima apa adanya, kasihan pihak penggarap juga, mengelola lahan juga tidak 
gampang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit”. 
Dapat diambil kesimpulan, dalam penentuan porsi bagi hasil ini 
masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung 
Barat telah menyimpang dari ketentuan Islam. Dimana dalam ketentuan Islam 
dijelaskan, bahwa porsi bagi hasil harus dijelaskan pada saat awal dilaksanakan 
akad.  
Apabila diantara kedua belah pihak sudah sepakat melakukan kerja sama, 
maka dalam masalah pengelolaan lahan tersebut adalah murni 100 % dari pihak 
penggarap, jadi pihak pemilik lahan sudah tidak tahu-menahu lahannya dikelola 
seperti apa, Jadi semuanya diserahkan sepenuhnya atau dikelola sepenuhnya oleh 
pihak penggarap. Dalam hal ini, praktik yang dilakukan oleh masyarakat sesuai 
dengan konsep Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tanah yang sudah 
 diserahkan kepada pihak penggarap maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
pihak penggarap tidak boleh ada campur tangan dari pemilik tanah.  
Lamanya waktu perjanjian  
Berdasarkan hasil wawancara, perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung 
Barat kebanyakan tidak ada ketentuan lamanya waktu perjanjian, akan tetapi ada 
sebagian yang menentukan lamanya waktu dalam melakukan kerja sama tersebut. 
Hal ini terjadi berdasarkan alasan dilakukannya kerja sama bagi hasil dikarenakan 
banyaknya pemilik tanah yang mempunyai pekerjaan diluar atau lebih tepatnya 
merantau ke luar negeri, sehingga tidak adanya kemampuan pemilik tanah dalam 
mengelola lahannya sendiri menjadikan tidak adanya batasan waktu yang 
ditentukan dalam pengelolaan tanah, selama penggarap masih sanggup mengelola 
tanah dan pemilik tanah belum kembali ke tempat asalnya maka perjanjian 
tersebut akan terus berlanjut. Perjanjian ini berlangsung saja tanpa ada ketentuan 
waktu berapa lama kesepakatan kerja sama akan terus berlangsung dan model 
perjanjian tersebut sudah berjalan begitu saja sampai saat ini. Pemilik tanah juga 
berfikiran bagaimana caranya tanah yang dimilikinya tidak terlantar dan bisa 
diambil kemanfaatannya maka pemilik tanah dengan senang hati melakukan 
perjanjian kerja sama bagi hasil apabila ada penggarap yang bersedia mengelola 
tanah tersebut, bahkan tidak jarang pemilik tanah tidak mendapatkan porsi bagi 
hasil ketika penggarap mendapatkan panen.  
 Kejadian seperti ini terjadi karena rasa suka rela dan terima kasih dari 
pemilik tanah kepada penggarap yang telah bersedia mengelola tanah tersebut. 
Sedangkan sebagian yang menentukan waktu dalam perjanjian kerja sama, 
masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung 
Barat menentukan waktu berkisar anatra 1-2 Tahun. Perjanjian yang seperti ini 
dilakukan oleh pemilik tanah yang memiliki lahan kosong tetapi tidak mempunyai 
kemampuan dalam mengelolanya, sehingga batas waktu yang diberikan kepada 
penggarap tersebut habis ketika pihak penggarap sudah menghasilkan panen, 
apabila pemilik tanah ingin melanjutkan perjanjian kerja sama tersebut maka 
dibuatnya akad baru (adanya musyawarah bersama) lagi. Namun, jika ketentuan 
waktu yang diperjanjikan sudah habis, akan tetapi petani penggarap belum 
menghasilkan panen, maka pihak yang berakad masih melanjutkan perjanjian 
tersebut sampai menghasilkan panen. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pihak 
penggarap sawah “langkah yang diambil yaitu memperbarui akad lagi kalau sudah 
habis waktunya, kalau memang waktu yang disepakati sudah habis maka ada 
kesepakatan baru lagi. Ketika ditengah perjanjian waktu yang ditentukan sudah 




Berlanjut sampai panen 
 Ini sudah sesuai dengan konsep Islam, dimana apabila waktu yang 
disepakati sudah habis, tapi belum menghasilkan panen maka perjanjian tersebut 
akan terus berlanjut sampai pihak penggarap menghasilkan panen.  
Berdasarkan data tersebut adanya ketidaksesuaian antara realita perjanjian 
bagi hasil dengan teori yang dijelaskan menurut Islam. Dimana dalam Islam 
dijelaskan masa berlaku akad bagi hasil dalam pertanian disyaratkan harus jelas 
dan ditentukan atau diketahui ketika awal akad. Sedangkan adat masyarakat Desa 
Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat tidak demikian, 
kebiasaan masyarakat tidak menyebutkan berapa lama waktu yang akan 
diperjanjikan ketika di awal akad, hal ini mengandung unsur gharar sedangkan 
gharar juga dilarang dalam Islam urf tersebut sudah melekat di masyarakat, akan 
tetapi „urf yang terjadi ini merupakan „urf fasidah karena bertentangan dengan 
nash yang ada sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hukum.  
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Berakhirnya perjanjian bagi 
hasil di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat 
ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu karena sudah berakhirnya waktu 
perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah yang sudah ditentukan, 
dan berakhirnya perjanjian atas permintaan pemilik tanah dan penggarap karena 
sebab atau alasan tertentu. Sebelum perjanjian kerja sama tersebut dikatakan 
berakhir, para pihak yang berakad menggunakan cara bermusyawarah antara 
kedua belah pihak, apabila kesepakatan tersebut sudah dikatakan berakhir maka 
diikuti dengan pegembalian tanah kepada pihak pemilik tanah.  
 Hasil penelitian di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten 
Lampung Barat, pada umumnya masyarakat menerapkan sistem perjanjian bagi 
hasil berdasarkan hukum adat setempat (kebiasaan setempat secara turun 
temurun). Ada banyak kendala yang muncul mengapa peraturan dan konsep Islam 
bagi hasil di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung 
Barat tidak bisa diterapkan atau tidak dapat terlaksana dengan baik dalam 
pelaksanaan perjanjian bagi hasil karena :  
a. Kebanyakan masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit 
Kabupaten Lampung Barat tidak mengetahui adanya konsep Islam yang 
mengatur transaksi bagi hasil dalam sistem pertanian. Hal ini terjadi karena 
kurangnya memperhatikan kajian-kajian Islam yang membahas tentang 
perjanjian bagi hasil, termasuk kurangnya arahan dari tokoh agama yang lebih 
mengetahui tentang bagi hasil dalam pertanian.  
b. Faktor adat dan budaya yang sangat melekat pada diri masing-masing 
masyarakat Desa Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten 
Lampung Barat yang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan secara 
turun temurun yang biasa dilakukan dalam praktik perjanjian bagi hasil.  
Dari penjelasan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, perjanjian 
bagi hasil pertanian yang terjadi di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit 
Kabupaten Lampung Barat ini belum sepenuhnya seseuai dengan konsep Islam 
yang telah ada, Akan tetapi masyarakat mengacu pada adat yang sudah melekat, 
dengan mengacu adat bukan berarti menyimpang dari ketentuan Islam yang ada. 
 Selama adat tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, maka kerja 
sama yang berjalan sesuai adat tersebut bisa dijadikan hukum. 
Akan tetapi adat yang berlaku di masyarakat ini belum sepenuhnya 
mendatangkan kemaslahatan, sehingga adat ini belum bisa dijadikan patokan 
sebagai hukum yang tidak menyimpang dari ketentuan Islam. Dimana dalam 
Islam telah dijelaskan adat atau „urf bisa dijadikan hukum apabila tidak 
melanggar dengan ketentuan nash dan bisa mendatangkan kemaslahatan. 
Aspek keadilan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian  
 
Bagi hasil merupakan salah satu komponen dalam rangka pembaharuan 
Agraria yang sesungguhnya memiliki peranan yang cukup penting dalam upaya 
memperbaiki kesejahteraan masyarakat pertanian, namun selama ini hampir tidak 
diperhatikan.  
Dalam konsep Islam telah dijelaskan bahwa aspek keadilan dalam bagi 
hasil pertanian haruslah ada keridhaan antara kedua belah pihak, saling 
mengetahui kesepakatan masing-masing, kesepakatan harus dijelaskan diawal 
akad, dan pembagian hasil panen juga harus dijelaskan diawal akad.  
Berdasarkan penelitian yang diperoleh, hal yang mendorong masyarakat 
Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat 
melakukan sistem transaksi pengolahan tanah melalui sistem perjanjian bagi hasil 
yang mendasarkan pada adat kebiasaan yaitu dipicu oleh masarakat yang sudah 
terbiasa melaksanakan kerja sama dengan cara seperti itu. selain sudah kebiasaan 
kerja sama yang dilakukan sesuai dengan adat juga bisa memberikan rasa nyaman 
 antara kedua belah pihak yang berakad. Masyarakat Desa Way Mengaku 
Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat juga lebih memilih 
menggunakan sistem hukum adat kebiasaan dibanding dengan sistem perjanjian 
bagi hasil menurut konsep Islam dengan alasan adanya faktor-faktor yang 
mempengaruhinya, antara lain :  
1. Kebiasaan yang sudah turun temurun  
2. Adanya kerja sama yang bersifat gotong royong  
Sistem bagi hasil yang dilakukan dalam perjanjian ini digunakan sebagai 
sampingan dengan menggunakan perbandingan yang tidak disepakati ketika awal 
akad. Karena petani penggarap merasa bahwa keuntungan yang didapat seimbang 
dengan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan tanah. Kemudian tingkat 
resiko apabila ada kesulitan ataupun bencana karena cuaca alam yang buruk 
dalam kerja sama pertanian ini ditanggung sepenuhnya oleh pihak penggarap. 
Sehingga menurut masyarakat di tempat lokasi penelitian banyak yang 
menyatakanpihak penggarap merasa dirugikan akan tetapi dalam penyelesaiannya 
masih dimusyawarahkan bersama.  
Dilihat dari kasat mata, praktek kerja sama tersebut ada pihak yang merasa 
dirugikan, yaitu pihak pemilik tanah, dimana dalam pembagian hasil panen tidak 
adanya kejelasan berapa porsi yang akan didapatkan, karena dalam pembagiannya 
menyesuaikan berapa hasil panen yang nanti didapatkan oleh pihak penggarap. 
Akan tetapi dalam kenyataannya tidak demikian, diantara kedua belah pihak yang 
berakad ternyata tidak ada yang dirugikan, karena semua modal yang dikeluarkan 
 untuk pengolahan tersebut dari pihak petani penggarap dan pembagian hasil 
panen juga tergantung panen yang didapatkan. Jika petani penggarap 
menghasilkan panen yang banyak maka pemilik tanah juga mendapatkan bagian 
banyak begitu sebaliknya. Namun jika pemilik tanah mendapatkan bagian banyak 
tetapi petani penggarap mendapatkan hasil panen yang sedikit maka kebanyakan 
masyarakat tidak bersedia untuk melanjutkan kerja sama tersebut. Kalaupun hasil 
panen yang didapatkan sedikit maka ada pihak yang merasa rugi yaitu pihak 
petani, karena pihak petani sudah mengeluarkan banyak biaya tapi tidak 
mendapatkan hasil panen. Sementara kedua belah pihak yang berakad 
kebanyakan sudah saling mengetahui, saling mengerti, dan saling tenggang rasa. 
Jadi kalau masalah pembagian hasil pemilik tanah sudah memaklumi, sehingga 
tidak ada pihak yang berebutan bagi pihak penggarap maupun pihak pemilik 
tanah.  
Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan, bahwa aspek keadilan yang 
terjadi pada praktek bagi hasil di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit 
Kabupaten Lampung Barat ini tidak terlalu nampak. Karena antara kedua belah 
pihak sudah saling ridho, saling mengerti, dan saling tenggang rasa. Namun, 
dalam pembagian porsi bagi hasil tersebut adanya ketidakjelasan atau dalam 
istilah Islam disebut gharar, dimana tidak ada ketentuan porsi yang dijelaskan 
ketika awal akad. Sehingga tidak sesuai dengan konsep Islam yang ada. Dengan 
tidak adanya kesepakatan nisbah bagi hasil di awal akad, ini menimbulkan unsur 
gharar atau ketidakpastian, dan hal ini sudah menjadi „urf atau kebiasaan yang 
 melekat pada masyarakat Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten 
Lampung Barat. Sehingga dalam hal ini „urf yang biasa terjadi di kalangan 
masyarakat tersebut telah menyimpang dari konsep Islam yang ada, dimana dalam 
konsep Islam dijelaskan bahwa „urf  yang bisa dijadikan hukum yaitu „urf  yang 
tidak menyimpang dari ketentuan Islam, sedangkan dalam pembagian porsi bagi 
hasil tersebut adanya unsur gharar, dan gharar gharar dilarang dalam Islam. Jadi 




 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
  Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dan mengacu kepada rumusan 
masalah yang diajukan, dapat disimpulkan bahwa : 
1. Sistem bagi hasil pertanian yang ada di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik 
Bukit Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 3 macam yaitu 1) sistem pemilik 
lahan dan dikerjakan sendiri, 2) sistem bagi hasil (parohan), dan 3) sistem buruh 
tani. Dari ketiga sistem tersebut ada relevansinya dengan sistem kerjasama yang 
dijelaskan dalam Islam, dimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat 
Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ada 
relevansinya dengan sistem mukhabarah karena semua modal pengelolaan tanah 
dibebankan kepada pihak penggarap.  
2. Pelaksanaaan sistem bagi hasil  pertanian di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik 
Bukit Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan konsep Islam dilihat dari 
unsur-unsur pembentukan akad yaitu subjek akad, objek akad, dan sighat. Hanya 
saja dari aspek objek akad adanya ketidaksesuaian yaitu presentase porsi bagi hasil 








 B. Saran 
  Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis mencoba mengemukakan 
beberapa saran sebagai berikut : 
1. Kepada kedua belah pihak yang berakad hendaklah menentukan bagian masing-
masing di awal akad dengan pasti dan tertulis supaya tidak merugikan salah satu 
pihak.  
2. Jika terjadi penurunan pendapatan atau gagal panen, seharusnya resiko kerugian 
ditanggung bersama antara pemilik dengan penggarap.  
3. Dalam melakukan kerja sama bagi hasil, hendaklah menentukan berapa lama 
waktu yang akan diperjanjikan ketika awal akad, agar adanya kejelasan dan saling 
mengetahui antara kedua belah pihak.  
4. Dari hasil penelitian ini, masih dibutuhkan peneliti lanjutan. Dalam melakukan 
penelitian seharusnya lebih teliti dalam melakukan penelitian. Peneliti selanjutnya 
selain meneliti dari segi konsep Islamnya sebaiknya dikombinasikan dengan 
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Pelaksanaan sistem bagi hasil 
antara pemilik modal dan 
pekerja di Desa Way Mengaku 
Kecamatan Balik Bukit 
Kabupaten Lampung Barat 
 
 
1. Pengetahuan masyarakat terhadap bagi 
hasil dalam konsep Islam 
2. Kata sepakat dalam akad 
3. Bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil 
4. Lamanya waktu perjanjian 










KERANGKA INTERVIEW   
DENGAN MASYARAKAT DESA WAY MENGAKU 
 
 
1. Bagaimana pemahaman atau pengetahuan bapak/ibu tentang bagi hasil dalam 
konsep Islam? 
 
2. Bagaimana bentuk akad perjanjian kerja sama bagi hasil antara bapak dengan 
pemilik model ? 
 
3. Bagimana bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil antara bapak dengan pemilik 
model ? 
 
4. Berapa lama waktu perjanjian kerja sama bagi hasil antara bapak dengan pemilik 
model ? 
 
5. Apakah bapak merasakan keadilan dalam perjanjian bagi hasil antara bapak 
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F. KERANGKA INTERVIEW   
G. DENGAN KEPALA DESA  
 
 
1. Bagaimana latar belakang sejarah berdirinya Desa Way Mengaku Kecamatan 
Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?. 
 
2. Bagaimana susunan pemerintahan Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit 
Kabupaten Lampung Barat?. 
 
3. Bagaimana keadaan penduduk Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit 
Kabupaten Lampung Barat?. 
 
4. Bagaimana keadaan mata pencaharian Desa Gedung Bandar Rejo Kecamatan 
Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang?. 
 
5. Bagaimana keadaan pendidikkan Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit 
Kabupaten Lampung Barat? 
 
6. Bagaimana keadaan keagamaan Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit 
Kabupaten Lampung Barat?. 
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